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ABSTRAK 

 

Perkembangan perilaku manusia dari segi hukum, ada yang sesuai dengan 

norma yang berlaku, dan ada pula yang bertentangan dengan norma yang berlaku. 

Kejahatan tidak dapat diberantas tetapi dapat dikurangi, hal ini dapat dilihat dari 

meluasnya kasus kejahatan kekerasan seksual. Tulisan ini bertujuan untuk 

mengetahui proses perlindungan korban kekerasan seksual oleh unit PPA 

Polrestabes Semarang. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan 

cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan 

fungsional dalam sitem kehidupan yang nyata. Pendekatan  ini bertujuan 

memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke 

obyeknya yang bertujuan untuk mengetahui proses proses perlindungan korban 

kekerasan seksual oleh unit PPA Polrestabes Semarang. 

Hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapatkan setelah melakukan 

riset yaitu: 1) Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual oleh 

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polrestabes Semarang diawali 

dengan pelaporan dan awalnya pihak PPA akan mengedepankan keselamatan 

korban terlebih dahulu setelah itu akan dilakukan penyelidikan, penyidikan hingga 

masuk ke kejaksaan. 2) Hambatan yang dihadapi unit Pelayanan Perempuan Dan 

Anak (PPA) Polrestabes Semarang dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi 

perempuan korban kekerasan seksual Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Sumber 

Daya Manusia, Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan 

Melarikan Diri, Korban Tindak Koperatif, Kurangnya Informasi Mengenai Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, Bukti Kurang Kuat, Sulitnya 

Saksi Disabilitas. 

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Kekerasan Seksual; Perempuan 
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ABSTRACT 

The development of human behavior from a legal point of view, some are 

in accordance with applicable norms, and some are contrary to applicable norms. 

Crime cannot be eradicated but can be reduced, this can be seen from the 

widespread cases of sexual violence crimes. This paper aims to find out the 

process of protecting victims of sexual violence by the Semarang Polrestabes 

Women's and Children's Service Unit. 

The approach method used in this research is a sociological juridical 

approach. The sociological juridical approach is carried out by identifying and 

conceptualizing law as a real and functional institution in a real life system. This 

approach aims to obtain empirical legal knowledge by going directly to the object 

which aims to find out the process of protecting victims of sexual violence by the 

Women and Children Service Unit of the Semarang Polrestabes. 

The results of the research and discussion that the authors obtained after 

conducting the research are: 1) Legal protection for women victims of sexual 

violence by the Women and Children Service Unit at Polrestabes Semarang 

begins with reporting and initially the Women and Children Services will 

prioritize victim safety first after that it will be carried out investigation, 

investigation to enter the judiciary. 2) Obstacles faced by the Women and 

Children Service Unit of the Polrestabes Semarang in implementing legal 

protection for women victims of sexual violence. Facility and Infrastructure 

Factors, Human Resources Factors, Perpetrators of Sexual Violence Against 

Women Running Away, Victims of Cooperative Acts, Lack of Information 

Regarding Violent Crimes Sexuality Against Women, Evidence is Insufficient, 

Difficulties for Witnesses with Disabilities. 

 

Keywords: Legal Protection; Sexual Violence; Women 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara Hukum yang senantiasa mengutamakan 

hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas Negara dan masyarakat. 

Dalam Negara Hukum, pemerintahan selalu bercita-cita agar masyarakat akan 

mematuhi, mentaati, dan menghormati hukum, sehingga segala segi 

kehidupan dapat berjalan tertib dan teratur. Dengan berjalannya hukum di 

Indonesia bukan berarti tidak ada pelanggaran yang terjadi di masyarakat, 

namun apabila hukum itu dilanggar maka hukum itu harus ditegakkan
1
 

Upaya  perlindungan  hak-hak  asasi  manusia, maka   bukanlah   hal   

yang   mudah   dan  dapat dilakukan dalam waktu singkat, tetapi merupakan  

suatu  proses  yang  panjang  seperti halnya  proses  pembangunan  itu  

sendiri.  Olehkarena   itu   upaya   tersebut   perlu   dilakukan secara  

berkelanjutan  dan  terpadu  oleh  semua pihak,  yakni  pemerintah,  

organisasi-organisasi politik  dan  kemasyarakatan  maupun  berbagai 

lembaga    swadaya    masyarakat    dan    semua lapisan   masyarakat
2
 

Salah satu masalah di Indonesia adalah kekerasan seksual yang terjadi 

pada perempuan, Isu kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu 

topik 

                                                           
1 M.Karjadi dan R. Soesilo, 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

(KUHAP) No.8, Politeia, Bogor,  hal. 8 
2Boer  Mauna, 2015, Hukum  Internasional  Pengertan Peranan dan Fungsi Dalam 

EraDinamika Global, Alumni, Bandung, hal. 627. 
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yang sangat sering untuk dibicarakan, bahkan selalu menjadi polemik 

yang tidak pernah usai sejak dulu.Kekerasan seksual merupakan 

permasalahan sosial yang serius dan salah hatu permasalahan kesehatan 

publik yang kompleks. United Nation Women (UN Women) mengatakan 

bahwa adanya pengningkatan yang signifikan kasus kekerasan yang menimpa 

perempuan pada beberapa tahun belakang. Secara global, kasus kekerasan 

seksual menimpa 736 juta wanita (UN Women, 2021).
3
Sementara itu data 

yang diambil dari komnas perempuan recap tahun 2023, pengaduan Komnas 

Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai 

bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21%) 

hal ini lebih besar daripada daripada kekerasan fisik yang dialami 

perempuan
4
. Di Indonesia sendiri perempuan berhak mendapatkan 

perlindungan hal ini diatur dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  

Indonesia  (UUD  NRI  1945) mengatur mengenai hak-hak warga Negara 

Indonesia salah satunya dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa warga Negara 

Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum 

adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan hak-hak 

asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum. 

Perlindungan hukum diperlukan bagi warga negara untuk menjamin 

hak-hak mereka, menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, 

mempromosikan ketertiban sosial, mendorong perkembangan, dan 

                                                           
3 UN Women,2021, Facts and figures: Ending violence against women. Dipetik 

26/06/2023, dari UN Women Website: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-

violence-against- women/facts-and-figures 
4Komnas Perempuan, https://komnasperempuan.go.id/ diakses 26/06/2023 

https://komnasperempuan.go.id/
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mempertahankan perdamaian dalam masyarakat. Barda Nawawi Arief
5
 

menyebutkan bahwa pengertian perlindungan korban tindak pidana dapat 

dilihat dari dua macam makna, yaitu :  

a. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana yang 

berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum 

seseorang.  

b. Perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan atau santunan 

hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban 

tindak pidana. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik 

(rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan 

pemaafan), pemberian ganti kerugian (restitusi, kompensasi, 

jaminan/santunan kesejahteraan sosial). 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

kaidah yang ada dalam sikap serta tindakan dalam menciptakan adanya 

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.
6
 

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah “Memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang 

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.” 

Kekerasan adalah sebuah tindakan yang dapat menyakiti orang lain 

dan termasuk perbuatan yang melanggar Undang-Undang. Kekerasan juga 
                                                           

5Barda Nawawi Arief dan Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Dalam 

Perspektis Teoritis dan Praktek, PT. Alumni, Bandung, hal. 250 
6 Setiono, 2004, Supremasi Hukum, UNS, Surakarta, hal. 3. 
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dibagi menjadi 2 yaitu kekerasan secara mental dan kekerasan secara fisik 

ada juga yang menyangkut kedua kekerasan itu yaitu kekerasan seksual, 

Kekerasan seksual ini sudah marak terjadi di berbagai daerah. Kekerasan 

seksual yang banyak dilakukan yaitu pencabulan, perkosaan, pelecehan 

seksual, dan masih banyak yang lainnya. Yang menyebabkan korbannya 

mengalami luka fisik dan juga banyak yang mengalami trauma. Dalam 

terminologi bahasa arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan “at-

taharussy al-jinsi”. Secara etimologi at-taharussy bermakna menggelorakan 

permusuhan (at-tahyiij), berbuat kerusakan (al-ifsad), dan menimbulkan 

kerusakan, kebencian dan permusuhan (aligra).
7
 Sedangkan secara 

terminologi adalah setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan 

untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Al-Qur’an juga menyebut 

pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik. Al-Qur’an tidak pernah 

memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda dan tidak mengajarkan 

untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan dan dijelaskan di 

beberapa ayat dalam Al-Qur’an dapat menggambarkan bahwa Islam 

memberikan apresiasi terhadap cinta, kasih sayang, keharmonisan dalam 

menjalani hubungan suami dan istri
8
 

Upaya yang bisa dilakukan guna melindungi korban kekerasan dan 

mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Di Indonesia terdapat beberapa 

                                                           
7 Susiana Kifli, Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan 

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum 

Islam, Wajah Hukum, Jurnal Hukum Universitas Batanghari Jambi, hal 466. 
8 Laudita soraya Husin,  Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran 

Dan Hadis, Jurnal Hukum Islam Nusantara, hal. 19. 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Susiana-Kifli-2205691157
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kebijakan mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang 

diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam BAB 

XIV  yang  berjudul  “Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan”  Pasal  281  

mengatur mengenai ancaman pidana penjara bagi orang yang dengan sengaja 

dan terbuka melanggar kesusilaan dan orang yang dengan sengaja di depan 

orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar 

kesusilaan, dan hal tentang pelanggaran kesusialaan yang bisa berhubungan  

dengan kekerasan seksual ini daitur hingga pasal Pasal  299 yang mengatur 

tentang melarang tindakan aborsi. Selain  KUHP  Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU 

PKDRT) juga mengatur terkait kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup 

rumah tangga yang diatur pada Pasal 8. Kekerasan  seksual  dalam  Undang-

Undang  PKDRT Pasal 8, yaitu: 

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 

menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut;  

2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup 

rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau 

tujuan tertentu. 

Selain peraturan diatas, DPR juga menetapkan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2022tentang Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  atau yang 

disingkat dengan Undang-Undang TPKS, Undang-Undang TPKS sendiri 

memuat 8 Bab dan 93 pasal yang mengatur pencegahan, penanganan, dan 

pemidanaan dalam kasus kekerasan seksual dengan perspektif korban. 
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Adanya Undang-Undang ini akan menjadi perlindungan dan memberi 

kepastian hukum bagi para korban kekerasan seksual yang semakin hari 

semakin tinggi, Undang-Undang TPKS juga berisi muatan terkait pelecehan 

fisik dannon fisik yang termasuk dalam delik aduan. Istilah delik aduan 

(klacht delict), ditinjau dari arti kata klacht atau  pengaduan  berarti  tindak  

pidana  yang  hanya  dapat  dilakukan  penuntutan  setelah adanya  laporan  

dengan  permintaan  untuk  dilakukan  penuntutan  terhadap  orang  atau 

terhadap orang tertentu.
9
 di Indonesia, Polri  sendiri  sudah  melakukan  upaya 

upaya  agar  Undang-Undang  TPKS  ini  dapat  diterapkan  dengan  efektif  

misalnya  dengan dilakukannya percepatan  peningkatan  status  unit  PPA  

menjadi  direktorat  tersendiri, membentuk  unit Pelayanan   Perempuan   dan   

Anak   (PPA)   menjadi   direktorat   khusus   di   Bareskrim. 

Dilihat dari penegakan dan perlindungan hukum, kita mengenal 

Lembaga Kepolisian,  Dalam  Pasal  1  Undang  –  Undang  Nomor  2  Tahun  

2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud 

kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Kemudian, dalam Pasal 

2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  

Republik  Indonesia  disebutkan  bahwa  fungsi kepolisian adalah salah satu 

fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan  

ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
                                                           

9Nadhila Cahya Nurmalasari ,  EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA 

KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional,  

Universitas Sebelas Maret, hal 65 
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2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa 

tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia adalah:  

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. Menegakkan hukum; dan  

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat
10

 

Kewenangan polisi tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, 

tetapi juga memperhatikan aspek sosial atau kemasyarakatan. Dalam hal 

tindak pidana kekerasan seksual, Polri memiliki Unit Pelayanan Perempuan 

dan Anak (PPA). Unit PPA ini berperan sesuai dengan Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menugaskan mereka untuk 

memberikan perlindungan dan pelayanan kepada perempuan dan anak-anak 

yang menjadi korban kejahatan, serta menegakkan hukum terhadap pelaku 

kejahatan tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk 

skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN 

KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAYANAN 

PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS DI POLRETABES 

SEMARANG)” 

 

 

 

                                                           
10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan 

seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polrestabes 

Semarang? 

2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi unit Pelayanan Perempuan Dan 

Anak (PPA) Polrestabes Semarang dalam pelaksanaan perlindungan 

hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual dan apa solusinya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan 

seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polrestabes 

Semarang 

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan 

dan Anak (PPA) dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan 

korban kekerasan seksual 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai : 

1. Manfaat teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang 

hukum pidana. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan diharapkan untuk menambah literatur 

dan bahan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan 
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perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan 

seksual oleh unit pelayanan perempuan dan anak. 

2. Manfaat Praktis 

A. Bagi Penegak Hukum (Polisi, Hakim, Jaksa, Dll) 

1) Secara praktis diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran 

kepada penegak hukum dalam upaya menuntut, memutus, mengadili 

perkara tindak pidana kekerasan seksual. 

2) Dapat memberikan masukan yang positif bagi perkembangan 

kelancaran tugas dalam upaya mengadili perkara khususnya tindak 

pidana kekerasan fisik. 

B. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap 

perempuan sebagai korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak (PPA) sekaligus untuk menjawab berbagai 

permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah. 

C. Bagi mahasiswa 

Menambah wawasan yang kritis terhadap segala bentuk 

kebijakan dan aturan Negara khususnya yang dilakukan penegak 

hukum dalam upaya mengadili tindak pidana kekerasan seksual pada 

perempuan. 
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E. Terminologi 

Terminologi dibuat untuk mempermudah dan tidak menimbulkan 

kekeliruan dalam memahami judul penelitian hukum ini, maka penulis 

menjelaskan maksud dari judul penelitian “PERLINDUNGAN HUKUM 

BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT 

PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS DI 

POLRETABES SEMARANG)” 

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut: 

1. Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa 

yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan 

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati 

martabatnya sebagai manusia
11

. 

2. Perempuan 

Perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang 

memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan 

menyusui
12

 

3. Korban 

Korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun 

kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, 

                                                           
11Sudikno Mertokusumo, 2009. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar,  Liberty, Yogyakarta. 

hal. 38. 
12 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2015, Kamus Besar Bahasa, Balai Pustaka,  

Jakarta,hal. 856 
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emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hakhaknya yang 

fundamental melalui perbuatn atau komisi yang melanggar hukum pidana 

di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
13 

4. Kekerasan Seksual 

Keikeirasan seiksual adalah keikeirasan yang beirbasis geindeir (geindeir 

baseid violeincei) yang dideifinisikan  seibagai  tindakan  yang  meinimbulkan  

keirusakan  atau  peindeiritaan  fisik,  seiksual  atau psikologis;  teirmasuk  

ancaman  deingan  tindakan  teirteintu,  peimaksaan,  dan  beirbagai  

peirampasan keibeibasan.
14

 

5. Unit Peilayanan Peireimpuan Dan Anak 

Unit Peilayanan Peireimpuan dan Anak yang seilanjutnya disingkat unit 

PPA adalah Unit yang beirtugas meimbeirikan peilayanan, dalam beintuk 

peirlindungan teirhadap peireimpuan dan anak yang meinjadi korban 

keijahatan dan peineigakan hukum teirhadap peilakunya
15

 

 

F. Metode Penulisan 

1. Meitodei Peindeikatan 

Peindeikatan yang peinuliis gunakan pada peineiliitiian iinii adalah 

peindeikatan Yuriidiis Sosiiologiis. Meinurut Soeirjono Soeikanto peindeikatan 

yuriidiis yaiitu peineiliitiian hukum yang diilakukan deingan cara meineiliitii bahan 

pustaka atau data seikundeir seibagaii bahan dasar untuk diiteiliitii deingan cara 

                                                           
13 Muladi, 2005, Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama,  

Bandung, hal 108. 
14 Silaban, M. B. S. ., Idham, I. ., &Erniyanti, E. . 2023. Analisis Yurudis Proses Penyidikan 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum di Indonesia: Analisis Teori Hukum Positif 

dan Teori Hukum Responsif . Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan, 1(2),hal. 71 
15 Peraturan KAPOLRI No. Pol 10 TAHUN 2007 tentang PPA Pasal 1 
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meingadakan peineilusuran teirhadap peiraturan-peiraturan dan liiteiratur-

liiteiratur yang beirkaiitan deingan peirmasalahan yang diiteiliitii, Soeirjono 

Soeikarno meingartiikan sosiiologii seibagaii suatu iilmu peingeitahuan yang 

meimbatasii diirii teirhadap peiniilaiian.
16

  

Diiartiikan bahwa peindeikatan yuriidiis sosiiologiis seibagaii suatu 

peineiliitiian yang diilakukan teirhadap keiadaan seibeinarnya atau keiadaan 

nyata hukum yang beirlaku dan teirjadii diimasyarakat deingan maksud untuk 

meingeitahuii dan meineimukan fakta-fakta dan data yang diibutuhkan yang 

bukan hanya diiliihat darii sudut pandang peiraturan peirundang-undangan 

atau hukum posiitiifnya saja, teitapii juga meimpeirhatiikan aspeik sosiiologiis 

hukum seiteilah data yang diibutuhkan teirkumpul keimudiian meinuju keipada 

iideintiifiikasii masalah yang pada akhiirnya meinuju pada peinye ileisaiian 

masalah. pada peineiliitiian iinii peineiliitii meilakukan peineiliitiian teintang 

iimpleimeintasii peirliindungan hukum teirhdap tiindak piidana keikeirasan 

seisksual yang beirlaku dii Polreistabeis Seimarang. 

2. Speisiifiikasii Peineiliitiian 

Jeiniis peineiliitiian yang diigunakan peinuliis dalam peinuliisan hukum 

dalam beintuk skriipsii iinii adalah peinuliisan dalam jeiniis deiskriiptiif kualiitatiif. 

Peineiliitiian Deiskriiptiif diimaksudkan untuk meimbeiriikan data seideitaiil dan 

seiteiliitii mungkiin meingeinaii manusiia, keiadaan, atau geijala laiinnya, yang 

diigunakan untuk meimpeirteigas hiipoteisa agar meimbantu dalam 

meimpeirkuat argumeint iilmiiah yang teilah diipeiroleih darii hasiil peineiliitiian. 

                                                           
16 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13-14. 
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Seidangkan peinuliisan dalam jeiniis kualiitatiif adalah peineiliitiian yang 

meimpunyaii karakteiriistiik pendekatan penelitian ini adalah dimana data-

data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar-gambar. 
17

dalam 

penelitian ini juga ditunjang menggunakan data angka yang diolah menjadi 

gambar. 

Alasan peinuliis meinggunakan jeiniis peineiliitiian deikriiptiif kualiitati if 

adalah untuk meimbeiriikan gambaran dan peinjabaran meingeinaii seigala 

seisuatu yang beirhubungan deingan peirliindungan hukum teirhadap tiindak 

piidana keikeirasan seiksual. 

3. Sumbeir Data Peineiliitiian 

Subyeik darii mana data dapat diipeiroleih dalam hal peineiliitiian iini i 

peinuliis meinggunakan dua sumbeir data yaiitu :  

a. Data priimeir, yaiitu data yang langsung diikumpulkan oleih peineiliitii (atau 

peimbuat) darii sumbeir peirtamanya. Adapun yang meinjadii sumbeir data 

priimeir dalam peineiliitiian iinii adalah data yang diidapat dii Polreistabe is 

Seimarang seibagaii contoh peinanganan seihiingga deingan meiliihat basi is 

data darii Polreistabeis . Deingan iitu, data yang diidapatkan beirsiifat 

faktual dan dapat diipeirtanggung jawabkan. 

b. Data seikundeir, yaiitu data yang langsung diikumpulkan oleih peineiliiti i 

seibagaii peinunjang darii sumbeir peirtama. Dapat juga diikatakan data 

yang teirsusun dalam beintuk dokumein-dokumein. Seidangkan Mateiri i 

                                                           
17 Moleong, Lexy. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya., hal 4. 
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Peineiliitiian Teirdapat tiiga macam bahan pustaka hukum yang diigunakan 

peinuliis dalam peineiliitiian, yaknii : 

1) Bahan Hukum Priimeir, Meinurut Soeijono Soeikanto bahan hukum 

priimeir adalah hukum priimeir adalah bahan hukum yang beirsiifat 

autoriitatiif artiinya meimpunyaii otoriitas, yaiitu meirupakan hasiil dari i 

tiindakan atau keigiiatan yang diilakukan oleih leimbaga yang 

beirweinang untuk iitu
 18

 untuk iitu. Bahan  hukum priimeir dapat 

beirupa :  

a) Undang-Undang Dasar Neigara Reipubliik Iindoneisiia Tahun 1945 

( UUD RIi 1945) 

b) Kiitab Undang-Undang Hukum Piidana (KUHP) 

c) Kiitab Undang-Undang Hukum Acara Piidana ( KUHAP) 

d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 teintang Tiindak Piidana 

Keikeirasan Seiksual ( UU TPKS) 

e) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 teintang Keikeirasan dalam 

Rumah Tangga ( UU PKDRT) 

f) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  teintang Keipoliisiian  

Neigara  Reipubliik  Iindoneisiia (UU Polrii) 

2) Bahan Hukum Seikundeir Bahan hukum seikundeir yaiitu bahan 

hukum yang dapat meimbeiriikan peinjeilasan teirhadap bahan hukum 

priimeir. Bahan hukum seikundeir dapat beirupa :  

                                                           
18 Soejono Soekamto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 12. 
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a) Buku-buku Hukum dan iilmiiah yang beirkaiitan deingan 

peirmasalahan yang akan diiteiliitii.  

b) Jurnal-jurnal Hukum dan sosiial yang beirkaiitan deingan 

peirmasalahan yang akandiiteiliitii.  

c) Makalah-makalah, artiikeil-artiikeil, dan karya tuliis yang 

beirkaiitan deingan peirmasalahan yang akan diiteiliitii. 

d) Iinteirneit yang beirkaiitan deingan peirmasalahan yang akan 

diiteiliitii. 

3) Bahan Hukum Teirsiieir Bahan hukum teirsiieir yaiitu, bahan hukum 

yang meimbeiriikan peitunjuk meirupakan peinjeilasan teirhadap bahan 

hukum priimeir dan skundeir yang teirdiirii darii:  

a) Kamus Bahasa Iindoneisiia. 

b) Kamus Hukum 

4. Alat Peingumpulan Data 

Alat peingumpulan data meingandung makna seibagaii upaya 

peingumpulan data deingan meinggunakan alat peingumpul data teirteintu. 

Data yang diikumpulkan dalam peineiliitiian iinii adalah seibagaii beiriikut 

a. Studii Lapangan 

Peinuliis meilakukan wawancara deingan piihak-piihak yang beirkaiitan 

deingan masalah yang diiteiliitii dan deingan data-data yang diipeirlukan. 

Teirutama peinuliis akan meilakukan wawancara deingan Anggota 

Polreitabeis Bagiian Uniit Peilayanan Peireimpuan Dan Anak yang meinjadi i 

peilaku yang meimeibeiriikan peirliindungan hukum. 
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b. Studii Keipustakaan. 

Peinuliis juga meilakukan studii keipustakaan yaknii meincarii sumbeir-

sumbeir data seikundeir seikaliigus meincatat, meimbaca, meipeilajarii dan 

juga meingiinteirveinsii liiteiratur yang beirkaiitan deingan peineiliitiian iinii. 

5. Analiisiis Data 

Data yang diipeiroleih keimudiian diisusun seicara siisteimatiis, keimudiian 

diianaliisiis. Analiisiis data meirupakan suatu proseis meincarii dan meingatur 

seicara siisteimatiis transkriip wawancara, catatan lapangan, dan juga bahan 

laiin yang diihiimpun oleih peineiliitii. Proseis analiisiis data seilanjutnya 

diilakukan deingan cara meineilaah data, meinata, meimbagii meinjadii satu-

satuan yang dapat diikeilola, meinsiinteisiis, meincarii pola, meineimukan apa 

yang beirmakna, dan apa yang diiteiliitii seicara siisteimatiis.
19

 

Peinuliisan hukum dalam beintuk skriipsii iinii peinuliis meinggunakan 

meitodei analiisiis data seicara Deiskriiptiif Analiisiis. Yang mana meitodei i ini i 

adalah statiistiik yang diigunakan untuk meinganaliisiis data deingan cara 

meindeiskriipsiikan atau meinggambarkan data yang teilah teirkumpul 

seibagaiimana adanya tanpa beirmaksud meimbuat keisiimpulan yang beirlaku 

untuk umum atau geineiraliisasii.
20

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Meimpeirmudah peinuliisan skriipsii dan para peimbaca agar dapat 

meimahamii dan meindapatkan gambaran yang jeilas teirkaiit iisii peinuliisan 

                                                           
19 Tanzeh Ahmad, 2011, Metodologi Penelitian Praktis, Teras, Yogyakarta, hal. 8. 
20 Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan 

R&D, Alfabeta, Bandung, hal. 21 
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hukum iinii, maka peinuliis akan meilakukan peimbahasan, peinganaliisaan, seirta 

peinjabaran iisii darii peineiliitiian iinii. 

Siisteimatiika peinuliisan seileingkapnya dapat diiuraiikan seibagaii beiriikut: 

Bagiian awal darii peineiliitiian iinii meimuat halaman judul, halaman 

peirseitujuan, seirta daftar iisii. Keitiiga halaman awal iinii diipeirlukan guna 

meimbeiriikan gambaran atau iimpreisii awal bagii peimbaca meingeinaii peiriihal 

yang akan diibahas dalam proposal peineiliitiian. 

Bab Ii  pada peineiliitiian iinii beiriisii Peindahuluan dan Dalam bab iinii peinuliis 

meinguraiikan teintang Latar Beilakang peineiliitiian, Rumusan Masalah, Tujuan 

Peineiliitiian, Keigunaan Peineiliitiian, Teirmiinologii, Meitodei Peinulisan dan 

Siisteimatiika Peinuliisan. 

Bab IiIi pada peineiliitiian iinii beiriisii Tiinjauan Pustaka yang meimuat konteiks 

pada peineiliitiian iinii beirkaiitan deingan hal yang meinye iluruh pada peimbahasan 

peineiliitiian iinii dan peimbahasan preispeiktiif,topiik dan probleimatiika yang  akan 

meinjadii bahasan pokok pada proposal iinii. Dan beiriisii teintang teiorii yang 

meimpeirkuat teintang Tiinjauan Umum Teintang Tiinjauan Umum Peirliindungan 

Hukum, Tiinjauan Umum Keikeirasan Seiksual, Tiinjauan Umum Keipoliisiian dan 

Tiinjauan Umum Uniit Peilayanan Peireimpuan Dan Anak. 

Bab IiIiIi  pada peineiliitiian iinii beiriisii  Hasiil Peineiliitiian, hasiil darii peineiliitiian 

yang diilaksanakan oleih peineiliitii dii Polreistabeis Teintang perlindungan hukum 

bagi perempuan korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan 

dan Anak (PPA) di Polrestabes Semarang dan hambatan yang dihadapi unit 

Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang dalam 
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pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual 

beserta solusinya. 

Bab IiV pada  peineiliitiian iinii beiriisii Peinutup yang teirdiirii keisiimpulan dan 

saran Peineiliitiian yang diilakukan peineiliitii dii Polreistabeis Seimarang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 

1. Peingeirtiian Peirliindungan Hukum 

Peirliindungan hukum diiartiikan seibagaii beintuk peilayanan yang 

harus diibeiriikan oleih peineigak hukum atau aparat keiamanan untuk 

meimbeiriikan rasa keiamanan fiisiik dan meintal bagii korban dan sanksii dari i 

ancaman, teiror, dan keikeirasan. Aspeik apapun yang muncul dalam tahap 

peinye iliidiikan, peinuntutan, dan atas peimeiriiksaan dii siidang peingadiilan. 

Neigara hukum tiidak hanya meingeijar keipeintiingan jangka peindeik, teitapi i 

harus beirdasarkan keipeintiingan jangka panjang. Meinurut R. Soeiroso 

Hukum meirupakan kumpulan peiraturan yang diiciiptakan oleih piihak 

beirweinang untuk meingatur tata keihiidupan beirmasyarakat dan meimiiliiki i 

ciirii meimeiriintah, meilarang atau meimaksa deingan meimbeiriikan sanksi i 

hukum bagii peilanggarnya.
21

 Deifiiniisii peirliindungan hukum meinurut 

beibeirapa ahlii :  

Meinurut Satjiipto Rahardjo, peirliindungan hukum adalah untuk 

meinjamiin peirliindungan hak asasii manusiia yang diilanggar oleih orang laiin 

dan meimbeiriikan peirliindungan teirseibut keipada masyarakat agar dapat 

meiniikmatii seimua hak-hak yang diiatur dalam undang-undang. 
22

  

                                                           
21 Dr Mohamad Nur yasin, 2018, Politik Hukum Syariah di Indonesia, UIN Maliki Press, 

hal 47 
22 Satjipto Rahardjo,  2000, Ilmu Hukum. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, hal.54 
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Meinurut C.S.T. Kansiil peirliindungan hukum meirupakan beirbagai i 

upaya hukum yang harus diiseidiiakan oleih aparat peineigak hukum untuk 

meimbeiriikan rasa aman, baiik seicara piikiiran maupun fiisiik darii gangguan 

dan beirbagaii ancaman darii mana saja guna meinjaga keiamanan priibadii. 

Phiiliipus M. Hadjon beirpeindapat bahwa peirliindungan hukum adalah suatu 

tiindakan untuk meiliindungii atau meimbeiriikan peirtolongan keipada subjeik 

hukum, deingan meinggunakan peirangkat peirangkat hukum. 
23

 

Peirliindungan hukum adalah konseip supreimasii hukum yang 

uniiveirsal. Peirliindungan hukum pada dasarnya meincakup dua beintuk, yaiitu 

peirliindungan hukum preiveintiif dan peirliindungan hukum reipreisiif. 

Peirliindungan hukum preiveintiif yang diiartiikan seibagaii peinceigahan. 

Peirliindungan hukum preiveintiif sangat peintiing bagii keibiijaksanaan 

peimeiriintah, kareina adanya peirliindungan hukum preiveintiif meindorong 

peimeiriintah untuk beirtiindak hatii-hatii dalam peingambiilan keiputusan. 

Aturan teirseibut meincakup beibeirapa beintuk upaya peinceigahan untuk 

meinceigah peilanggaran dan meineitapkan batasan untuk meimeinuhi i 

keiwajiiban. Peirliindungan hukum yang reipreisiif dapat meinye ileisaiikan 

seingkeita yang diiseibabkan oleih peilanggaran. Peirliindungan iinii meirupakan 

peirliindungan akhiir yang beirupa peimbeiriian sanksii teirhadap peilanggaran 

yang teilah diilakukan. Peirliindungan hukum iinii beirtujuan untuk meiliindungi i 

korban keikeirasan seiksual dan meimbeiriikan rasa keiadiilan.
24

 

 

                                                           
23 Abdoel Jamali, 2010, Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. hal.102 
24 Ibid 
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2. Dasar Yuriidiis Teintang Peirliindungan Hukum Korban Keikeirasan Seiksual 

Peirliindungan teirhadap korban keikeirasan seiksual meimbutuhkan 

partiisiipasii masyarakat yang beireimpatii teirhadap apa yang teilah diialamiinya, 

seihiingga meimeinuhii rasa keimanusiiaan seipeirtii yang teirtuang dalam 

Pancasiila siila kei-2 yang beirbunyi i “Keimanusiiaan yang adiil dan beiradab”. 

Peirliindungan teirhadap korban juga beirtujuan untuk meimeinuhii rasa 

keiadiilan dalam masyarakat seipeirtii yang teirtuang dalam Pancasiila siila kei-5 

yang beirbunyi i “Keiadiilan sosiial bagii seiluruh rakyat Iindoneisiia”.  

Diikaiitkan deingan peirliindungan teirhadap korban tiindak piidana 

keikeirasan seiksual adalah bahwa meimbeirii peirliindungan keipada korban 

adalah seibagaii salah satu peirwujudan tujuan Bangsa Iindoneisiia yang 

teirtuang dalam Peimbukaan Undang-Undang Dasar 1945 aleiniia 4 dan juga 

diiatur dalam pasal 28D ayat 1 yang beirbunyii “seitiiap orang beirhak atas 

peingakuan, jamiinan, peirliindungan, dan keipastiian hukum yang adiil seirta 

peirlakuan yang sama dii hadapan hukum”. 

Keipeintiingan peirliindungan korban dalam proseis peiradiilan piidana 

teintunya tiidak teirleipas darii peirliindungan korban meinurut keiteintuan 

hukum posiitiif yang beirlaku. Peirliindungan hukum untuk korban keikeirasan 

seiksual diiatur dalam  Pasal 285 KUHP dan untuk korban keikeirasan 

seiksual pada peikeirja peireimpuan diiatur dalam Pasal 158 dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 teintang keiteinagakeirjaan bagii peilaku yang 

meilakukan keisalahan beirat maka akan keina peimutusan hubungan keirja.  
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Saat iinii peirliindungan keipada korban tiindak piidana keikeirasan 

seiksual pada Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2014 Teintang 

Peirliindungan Saksii dan Korban. Seilaiin Undang- Undang teirseibut Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Teintang Hak Asasii Manusiia juga dapat di i 

gunakan seibagaii dasar hukum peirliindungan korban tiindak piidana 

keikeirasan seiksual. Undang-undang iinii meingatur hak korban untuk 

meimpeiroleih peirliindungan atas keiamanan priibadii yang meimbuat korban 

akan meirasa leibiih aman seiteilah meilaporkan keijadiian tiindakan keikeirasan 

seiksual. 

Korban adalah seiseiorang yang meingalamii peindeiriitaan baiik fiisiik, 

meintal dan/atau keirugiiaan eikonomii akiibat suatu tiindak piidana.
25

 Korban 

keikeirasan seiksual adalah seiseiorang yang meingalamii keirugiian seicara 

meintal dan psiikiisnya kareina peirbuatan teirseibut meinye ibabkan rasa malu, 

teirganggu dan keitakutan. Korbannya teirmasuk keidalam korban langsung. 

Korban langsung meimiiliikii karakteiriistiik
26

: korban iialah seitiiap orang, 

iindiiviidu maupun koleiktiif, meindeiriita suatu keirugiian baiik 

fiisiik/meintal/eimosiional, keihiilangan peindapatan, peiniindasan teirhadap hak 

asasii manusiia, diiseibabkan oleih adanya peirbuatan atau keilalaiian yang 

diianggap suatu tiindak piidana dalam hukum piidana dan diiseibabkan ole ih 

adanya peinyalahgunaan keikuasaan.  

Seilama proseis awal peiradiilan sampaii deingan seileisaii, korban 

meindapat peirliindungan darii LPSK (Leimbaga Peirliindungan Saksii Korban) 
                                                           

25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 3 
26 Maya Indah S, 2014, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan 

Kriminologi, Edisi Kedua, Prenadamedia,  Jakarta. hal 30 
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seisuaii deingan keiteintuan hukum. LPSK(Leimbaga Peirliindungan Saksii 

Korban) meimbantu korban meimbeiriikan hak dan bantuan hukum. 

Keimudiian, jiika korban tiindak piidana teirseibut adalah peireimpuan maka 

korban juga dapat meimiinta peirliindungan dan bantuan darii Komiisiioneir 

Komnas Peireimpuan.
27

 

Meinurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 teintang 

peirliindungan saksii dan korban, korban tiindak piidana keikeirasan seicara 

gariis beisar beirhak untuk diiliindungii dii biidang keiamanan, dan dapat deingan 

beibas meimiiliih jeiniis peirliindungan yang akan diibeiriikan keipada korban, 

seirta dapat meimbeiriikan iinformasii tanpa teikanan. Seigala jeiniis masalah 

keiteirjeiratan, teirus meimbeiriikan iinformasii teintang peirkeimbangan kasus 

yang seidang beirlangsung, meimpeiroleih iinformasii teintang keiputusan 

peingadiilan peilaku, dan meingiinformasiikan bahwa jiika teirpiidana 

diibeibaskan darii seimua tuntutan dan meimpeiroleih iideintiitas baru, iia harus 

diibeirii teimpat tiinggal baru dan meineiriima biiaya transportasii Jamiinan 

kompeinsasii, akseis kei nasiihat hukum, dan bantuan untuk meimpeirtahankan 

hiidup seimeintara.  

LPSK (Leimbaga Peirliindungan Saksii Korban) dan leimbaga 

peineigak hukum yang peintiing dalam peirliindungan korban, masyarakat 

juga harus turut seirta meimbantu meiliindungii korban. Masyarakat harus 

                                                           
27 Benedicta Alodia Santoso, Michael Bezaleel, 2018, “Perancangan Komik 360 Sebagai 

Media Informasi Tentang Pelecehan Seksual Catcalling”, Vol.04 No. 01, Februari 2018, Jurnal 

Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. hal 15 
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meimbantu korban meimuliihkan reiputasii meireika dan meimuliihkan 

keiseiiimbangan psiikologiis korban.
28

 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Korban 

1. Pengertian Korban 

Peimbahasan teintang korban maka tiidak teirleipas darii suatu iilmu 

peingeitahuan yang meindasariinya yaknii viiktiimologii. Adapun keimunculan 

peimbahasan meingeinaii korban iinii adalah suatu beintuk peinyeiiimbangan dari i 

siisii peilaku, yang diibahas dii dalam suatu iilmu Kriimiinologii. Peirmasalahan 

korban juga bukanlah peirmasalahan yang baru dalam suatu tiindak piidana, 

kareina korban  meimpunyaii peiranan yang fungsiional dalam teirjadiinya 

suatu keijahatan. Korban juga meimiiliikii peiranan peintiing dalam usaha 

meincarii keibeinaran mateiriiiil dalam suatu tiindak piidana teirseibut. Korban 

diideifiiniisiikan diibeibeirapa Undang-undang salah satunya diijeilaskan pada 

Pasal 1 Undang-undang  No 12 Tahun 2022 Teintang Tiindak Piidana 

Keikeirasan Seiksual (UU TPKS) korban adalah orang yang meingalami i 

peindeiriitaan fiisiik, meintal, keirugiian eikonomii, dan atau keirugiian sosiial yang 

diiakiibatkan Tiindak Piidana Keikeirasan Seiksual.
29

 

Peilaku dan korban bagaiikan dua siisii mata uang, yang dii dalam 

tiindak piidana pastii akan ada peilaku tiindak piidana dan korban tiindak 

piidana. dalam Pasal 72 dan Paal 73 KUHP dapat diilakukan peineintuan 

siiapa yang diinamakan korban tiindak keijahatan antara laiin: 

                                                           
28 I Gusti Ngurah Agung Brahmandya, 2013, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan 

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Vol. 1 No.3. Juli 2013. Jurnal Fakultas Hukum 

Universitas Udayana. h.al 2-3. 
29 Undang-undang  No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 
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1) Korban langsung atau Diireict Viictiim yaiitu korban yang langsung 

meingalamii atau meirasakan peindeiriitaan deingan adanya tiindak piidana 

keijahatan. Diimana korban langsung meimpunyaii karakteiriistiik antara 

laiin:
30

 

a) Korban adalah orang, baiik seicara iindiiviidua tau seicara koleiktiif; 

b) Meindeiriita keirugiian atau meindeiriita jasmaniiah dan rohaniiah teirmasuk 

luka-luka fiisiik, luka-luka riingan, keihiilangan peindapatan, peiniindasan 

teirhadap hak-hak dassar manusiia; 

c) Diiseibabkan oleih adanya peirbuatan atau keilalaiian yang teirumuskan 

dalam hukum piidana; 

d) Siiseibabkan oleih adanya peinyalahgunaan keikuasaaan. 

2) Korban tiidak langsung atau Iindiireict Viictiim yaiitu tiimbulnya korban akiibat 

darii turut camputnya seiseiorang dalam meimbantu korban langsung atau 

turut meilakukan peinceigahan tiimbulnya korban atau meireika yang 

meinggantungkan hiidupnya keipada korban langsung, seipeirtii iistrii atau 

suamii, anak dan keiluarga teirdeikat.
31

 

Diijeilaskan dalam KUHP, seipeirtii peinceimaran liingkungan hiidup, 

peirziinaan, peirjudiian, prostiitusii, dan narkoba, seiriing kalii korban tiidak 

langsung diikatakan seibagaii korban tiindak piidana keijahatan atau deingan 

kata laiin tiindak piidana keijahatan teirseibut meirupakan tiindak piidana yang 

tiidak meiniimbulkan korban. Deingan deimiikiian korban tiindak piidana 

keijahatan adalah seibagaii manusiia yang meindeiriita dan meimpunyaii hak-
                                                           

30 Bambang Djoyo Supeno, 2012,  Penerapan Hukum Bagi Koruptor Masih Timpang. 

Semarang. hal. 2 
31 Ibid, hal 3  
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hak asasii yang peirlu diiliindungii oleih keiteintuan-keiteintuan dasar yang 

beirsiifat nasiional dan iinteirnasiional. 

Akiibat seiseiorang teirseibut meinjadii korban tiindak piidana, pastiilah 

iia harus meindapatkan peirliindungan hukum kareina hak-hak yang ada 

padanya teilah teirampas oleih peirbuatan sii peilaku. Untuk meingeirahui i 

teintang korban teirseibut teirutama hak-hak nya, peirlu diikeitahuii teirleibi ih 

dahulu peingeirtiian korban seibagaii dasar peimiikiiran. 

Korban meinurut Kamus Beisar Bahasa Iindoneisiia (KBBIi) adalah 

peimbeiriian untuk meinyatakan  keibaktiian, keiseitiiaan, dan seibagaiinya; 

kurban; orang, biinatang, dan seibagaiinya yang meinjadii meindeiriita (mati i 

dan seibagaiinya) akiibat suatu keijadiian, peirbuatan jahat, dan seibagaiinya. 

Ariieif Gosiita meimbeiriikan peingeirtiian dii dalam bukunya Siiswanto Sunarso 

korban adalah meireika yang meindeiriita jasmaniiah dan rohaniiah seibagai i 

akiibat tiindakan  orang laiin yang meincarii peimeinuhan keipeintiingan dan hak 

asasii yang meindeiriita.
32

 Korban yang beirkaiitan dalam suatu tiindak piidana 

juga diiseibut seibagaii viictiim, yang oleih seiorang ahlii Abdussalam 

meimbeiriikan peingeirtiian viictiim adalah orang yang teilah meindapat 

peindeiriitaan fiisiik atau peindeiriitaan meintal, keirugiian harta beinda atau 

meingakiibatkan matii atas peirbuatan atau usaha peilanggaran riingan 

diilakukan oleih suatu tiindak piidana dan laiinnya. 
33

 Beibeirapa ahlii laiin juga 

meimbeiriikan peingeirtiian korban, yaiitu: 

                                                           
32Siswanto Sunarso, 2015,Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Ketiga, 

Sinar Grafika, Jakarta, hal. 63. 
33Bambang Waluyo, 2016, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Cetakan Keempat, 

Sinar Grafika, Jakarta, hal. 9. 
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a. Meinurut Barda Nawawii, korban keijahatan diiartiikan seibagaii seiseiorang 

yang teilah meindeiriita keirugiian seibagaii akiibat suatu keijahatan dan atau 

yang rasa keiadiilannya seicara langsung teilah teirganggu seibagaii akiibat 

peingalamannya seibagaii targeit (sasaran) keijahatan. 

b. Meinurut Muladii meingeimukakan korban adalah orang-orang yang 

baiik seicara iindiiviidual maupun seicara koleiktiif teilah meindeiriita 

keirugiian, teirmasuk keirugiian fiisiik atau meintal, eimosiional, eikonomii, 

atau gangguan substansiial, teirhadap hak-haknya yang fundameintal, 

meilaluii suatu peirbuatan atau komiisii yang meilanggar hukum piidana di i 

masiing-masiing neigara, teirmasuk peinyalahgunaan keikuasaan. 

c. Agung Wahyono dan Siitii Rahayu meingeimukakan bahwa korban 

adalah meireika yang meindeiriita baiik rohanii maupun jasmanii akiibat 

darii suatu peirbuatan atau bukan peirbuatan, juga kareina suatu 

peirbuatan diiluar batas keimampuan korban baiik beirupa tiindakan 

iindiiviidu maupun kareina keiteintuan dalam undang-undang yang 

meinunjuk pada siisteim dan struktur teirteintu. 

Deiklarasii Peirseiriikatan Bangsa-Bangsa bahwa korban meinurut 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 teintang Peirubahan Atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 teintang Peirliindungan Saksii dan Korban 

adalah orang yang meingalamii peindeiriitaan fiisiik, meintal, dan/atau keirugiian 

eikonomii yang diiakiibatkan oleih suatu tiindak piidana. 
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2. Jenis-Jenis Korban 

Beirbiicara meingeinaii korban, maka dapat diikatakan cakupan korban 

sangat luas. Hal iinii diikareinakan korban bukanlah hanya teirdapat pada 

suatu keijahatan saja meilaiinkan korban darii suatu beincana alam pun 

diinamakan seibagaii korban. 

Beibeirapa peinggolongan jeiniis-jeiniis korban yang teilah 

diikeimukakan para ahlii viiktiimologii dii dalam bukunya G. Wiidiiartana 

yaknii:
34

 

a. Jeiniis-jeiniis korban beirdasarkan jeiniis viiktiimiisasiinya: 

1) Korban beincana alam atau peinye ibab laiin. Yaiitu meireika yang 

meingalamii peindeiriitaan, keirugiian atau keihiilangan akiibat dari i 

beincana alam atau peiriistiiwa yang bukan darii peirbuatan manusiia.  

2) Korban tiindak piidana Yaiitu meireika yang meinjadii korban dari i 

suatu tiindak piidana  

3) Korban struktural atau korban peinyalahgunaan keikuasaan Yaiitu 

meireika yang meinjadii korban akiibat peinyalahgunaan keikuasaan 

atau akiibat keibiijakan peinguasa yang beirpiihak pada yang kuat. 

b. Jeiniis-jeiniis korban beirdasarkan jumlahnya. 

1) Korban iindiiviidual. Yaiitu meireika yang seicara peirseiorangan 

meinjadii korban darii suatu peiriistiiwa atau peirbuatan.  

2) Korban beirkeilompok Yaiitu meireika yang seicara beirsama-sama 

meinjadii korban darii suatu peiriistiiwa atau peirbuatan.  

                                                           
34 G. Widiartana, Viktimologi : perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan, 

Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal 30 
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3) Korban masyarakat/neigara, yangmana cakupannya leibiih luas 

dariipada korban beirkeilompok. 

c. Beirdasarkan hubungannya deingan sasaran tiindakan peilaku. 

1) Korban langsung. Yaiitu meireika yang seicara langsung meinjadi i 

sasaran tiindak piidana.  

2) Korban tiidak langsung. Yaiitu meireika yang tiidak seicara langsung 

meinjadii sasaran peirbuatan peilaku, teitapii juga meingalami i 

peindeiriitaan atau neistapa. 

C. Tinjauan Umum Tentang Perempuan 

1. Pengertian Perempuan secara Umum 

Meimahamii peingeirtiian peireimpuan teintunya tiidak biisa leipas darii 

peirsoalan fiisiik dan psiikiis. Darii sudut pandang fiisiik dii dasarkan pada 

struktur biiologiis komposiisii dan peirkeimbangan unsur-unsur kiimiia tubuh. 

Seidangkan Sudut pandang psiikiis diidasarkan pada peirsiifatan, maskuliiniitas 

atau feimiiniitas. Peireimpuan dalam konteiks psiikiis atau geindeir diideifiiniisiikan 

seibagaii siifat yang meileikat pada seiseiorang untuk meinjadii feimiiniim. 

Seidangkan peireimpuan dalam peingeirtiian fiisiik meirupakan salah satu jeiniis 

keilamiin yang diitandaii oleih alat reiproduksii beirupa rahiim, seil teilur dan 

payudara seihiingga peireimpuan dapat hamiil, meilahiirkan dan meinyusuii. 

Peingeirtiian peireimpuan dalam Kamus Bahasa Iindoneisiia diiseibutkan bahwa 

peireimpuan beirartii jeiniis keilamiin yakni orang atau manusiia yang meimiiliikii  
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rahiim, meingalamii meinstruasii, hamiil, meilahiirkan, dan meinyusuii.
35

  

Meinurut Nugroho di iseibutkan bahwa: “Pe ireimpuan me irupakan 

manusiia yang me imiiliikii alat reiproduksii, se ipeirtii rahiim, dan saluran untuk 

meilahiirkan, meimpunyai i seil teilur, meimiiliikii vagiina, dan me impunyaii alat 

untuk meinyusuii, yang se imuanya se icara peirmanein tiidak ke iteintuan biiologi is 

atau seiriing diikatakan se ibagaii kodrat (keiteintuan Tuhan).”
36

 

2. Pengertian Perempuan menurut Islam 

Di dalam Alquran, banyak pengistilahan untuk wanita. kata wanita di 

dalam Alquran memiliki tiga kata dalam yang dilihat dari aspek tekstual, 

namun memiliki arti yang sama jika dilihat dari aspek kontentekstal. Kata 

 berarti perempuan yang telah matang atau dewasa عبءٌال dan ” الوساح “

sedang أ ضي ًال berarti perempuan secara umum dari yang masih bayi 

sampai yang masih lanjut
37

. Dalam perbedaan secara tekstual ini tidak 

sampai merusak subtansi dari makna konstektual dalam menilai 

keperempuan secara utuh, namun dapat dikombinasikan melalui nilai–nilai 

esensial, spiritual, dan kultural budaya yang dimiliki oleh wanita atau 

perempuan 

Seidangkan untuk kata “waniita” biiasanya diigunakan untuk 

meinunjukkan peireimpuan yang sudah deiwasa. Peireimpuan beirasal dari i 

bahasa Arab al-Mar’ah, jamaknya alniisaa’ sama deingan waniita, 

                                                           
35 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Balai 

Pustaka,  Jakarta hal 856 
36Nugroho, 2008, Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, hal 2. 
37 HR Fadjar Nugraha Syamhudi. Kajian tentang Wanita Jender dalam Alquran. (Ciputat 

Timur : Lembaga kajian Islam Nugraha. 201  ٓ ) p.11 
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peireimpuan deiwasa atau putrii deiwasa yaiitu lawan jeiniis priia. Kata an-

niisaa’ beirartii geindeir peireimpuan, seipadan deingan kata arab al-Riijal yang 

beirartii geindeir lakii-lakii. Padanannya dalam bahasa Iinggriis adalah woman 

(beintuk jamaknya womein) lawan darii kata man.
38

 

Beirdasarkan peingeirtiian dii atas dapat diisiimpulkan bahwa peireimpuan 

adalah waniita yang meingandung daya tariik keicantiikan dan meimiiliikii siifat 

keiiibuan yang teilah meincapaii usiia deiwasa dan teilah dapat meimiili iki i 

keimatangan seicara eimosii dan afeiksii seirta meimiiliikii siifat-siifat khas 

keiwaniitaan 

D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual 

1. Peingeirtiian Keikeirasan Seiksual 

Deifiiniisii keikeirasan seiksual dapat diipeingaruhii oleih niilaii-niilai i 

budaya, sosiial, hak asasii, peiran geindeir, iiniisiiatiif leigal dan kriimiinal 

seihiingga dapat beirubah seiiiriing beirjalannya waktu. Deifiiniisii akan 

keikeirasan seiksual dapat meimbantu usaha global dalam meingiideintiifiikasi i 

dan meingeiliimiinasiinya, namun peirlu diisadarii bahwa deifiiniisii-deifiiniisii akan 

keikeirasan seiksual lahiir darii leinsa-leinsa kultural, sosiio-poliitiik dan 

geiografiis. Keikeirasan seiksual diideifiiniisiikan seibagaii tiindakan seiksual, usaha 

untuk meimpeiroleih seiks, komeintar atau peindeikatan seiksual seipeirtii apapun 

atau meinjualbeiliikan seiseiorang seibagaii objeik seiksual seicara paksa, hal-hal 

teirseibut dapat diilakukan oleih siiapapun tiidak meimpeiduliikan hubungannya 

deingan korban, dan iia dapat teirjadii dii rumah maupun teimpat keirja. 

                                                           
38Nurjannah Ismail, 2003, Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran, 

Lki, Yogyakarta S, hal 34. 
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2. Kekerasan Seksual Menurut UU Tiindak Piidana Keikeirasan Seiksual 

Meinurut Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Teintang Tiindak 

Keikeirasan Seiksual (Undang-Undang TPKS) Pasal 1 meinjeilaskan bahwa 

Tiindak Piidana Keikeirasan Seiksual adalah seigala peirbuatan yang meimeinuhi i 

unsur tiindak piidana seibagaiimana diiatur dalam Undang-Undang iinii dan 

peirbuatan keikeirasan seiksual laiinnya seibagaiimana diiatur dalam Undang-

Undang seipanjang diiteintukan dalam Undang-Undang iinii. 
39

 

Peingaturan Tiindak Piidana Keikeirasan Seiksual diidasarkan pada asas: 

a. peinghargaan atas harkat dan martabat manusiia; 

b. nondiiskriimiinasii; 

c. keipeintiingan teirbaiik bagii Korban;  

d. keiadiilan; 

e. keimanfaatan; dan 

f. keipastiian hukum. 

 

Substansii dalam Undang-Undang Tiindak Piidana Keikeirasan 

Seiksual beirtujuan untuk: 

a. meinceigah seigala beintuk keikeirasan seiksual; 

b. meinanganii, meiliindungii, dan meimuliihkan Korban; 

c. meilaksanakan peineigakan hukum dan meireihabiiliitasii 

d. peilaku; 

e. liingkungan tanpa keikeirasan seiksual; dan 

f. meinjamiin keitiidakbeirulangan keikeirasan seiksual. 

                                                           
39 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual pasal 1 
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Meinurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 

Teintang Tiindak piidana keikeirasan seiksual, Tiindak Piidana Keikeirasan 

Seiksual Meiliiputii  

a. Peileiceihan Seiksual Non fiisiik ; 

b. Peileiceihan seiksual fiisiik; 

c. peimaksaan kontraseipsii;  

d. peimaksaan steiriiliisasii;  

e. peimaksaan peirkawiinan; 

f. peinyi iksaan seiksual;  

g. eiksploiitasii seiksual;  

h. peirbudakan seiksual; dan  

i. keikeirasan seiksual beirbasiis eileiktroniik.
40

 

 

Meinurut Pasal 4 ayat 2 juga diijeilaskan deingan beibeirapa tambahan 

pada seitiiap hurufnya yaiitu (2) Seilaiin Tiindak Piidana Keikeirasan Seiksual 

seibagaiimana diimaksud pada ayat (1), Tiindak Piidana Keikeirasan Seiksual 

juga meiliiputii:  

a. peirkosaan;  

b. peirbuatan cabul; 

c. peirseitubuhan teirhadap Anak, peirbuatan cabul teirhadap Anak, dan/  

atau eiksploiitasii seiksual teirhadap Anak;  

                                                           
40 Pasal 4 ayat 1 Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana kekerasan 

seksual, 
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d. peirbuatan meilanggar keisusiilaan yang beirteintangan deingan 

keiheindak Korban;  

e. pornografii yang meiliibatkan Anak atau pornografii yang seicara 

eikspliisiit meimuat keikeirasan dan eiksploiitasii seiksual;  

f. peimaksaan peilacuran;  

g. tiindak piidana peirdagangan orang yang diitujukan untuk eiksploiitasi i 

seiksual;  

h. keikeirasan seiksual dalam liingkup rumah tangga  

i. tiindak piidana peincuciian uang yang tiindak piidana asalnya 

meirupakan Tiindak Piidana Keikeirasan Seiksual; dan  

j. tiindak piidana laiin yang diinyatakan seicara teigas seibagaii Tiindak 

Piidana Keikeirasan Seiksual seibagaiimana diiatur dalam keiteintuan 

peiraturan peirundang-undangan.
41

 

 

Peinjeilasan diiatas adalah peinjeilasan teintang kateigorii keikeirasan 

seiksual, dan seilanjutnya akan diijeilaskan pasal-pasal yang dapat 

meimpiidanaii seiseiorang kareina unsur keijahatan keikeirasan seiksual yang 

teirjadii dalam rumah tangga. 

a. Pasal Piidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tiindak 

Piidana Keikeirasan Seiksual Teintang Keikeirasan Fiisiik  

Keikeirasan fiisiik meirupakan peirlakuan yang dapat meinye ibabkan 

rasa keisakiitan, dapat meinceideiraii, teirluka atau keicacatan pada tubuh 

seiseiorang dan atau dapat paliing fatal akan beirakiibat keimatiian. 

                                                           
41 Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana kekerasan seksual 
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Keikeirasan fiisiik biisa juga beirupa cubiit, meimukul, meinceikiik, dan laiin 

seibagaiinya. lalu keikeirasan psiikologiis meirupakan seitiiap peirbuatan dan 

ucapannya dapat meingakiibatkan rasa takut, keihiilangannya keipeircayaan 

diirii dan tiidak mampu untuk beirtiindak, seirta tiimbulnya rasa tiidak 

beirdaya pada seiseiorang. Keikeirasan seiksual adalah seibuah peirbuatan 

yang cakupannya meirupakan peileiceihan seiksual sampaii peirbuatan 

meimaksa orang laiin supaya meilakukan hubungan seiksual tanpa ada 

peirseitujuan korban atau dii saat korban tiidak diiiingiinkan, dan atau 

meilakukan hubungan seiksual deingan cara-cara yang tiidak seiwajarnya 

atau tiidak diiiingiinkan korban seirta meinjauhkan (meingiisolasii) dari i 

keibutuhan seiksualnya. Beintuk keikeirasan keipada peireimpuan yang 

seilanjutnya adalah keikeirasan eikonomii, yaiitu seitiiap peirbuatan yang 

meinghalangii seiseiorang untuk beikeirja dii dalam atau dii luar rumah yang 

meinghasiilkan uang atau barang, meingabaiikan korban beikeirja untuk 

diieiksploiitasii, atau meineilantarkan anggota keiluarga. lalu peirampasan 

keimeirdeikaan adalah seimua peirbuatan yang meinyeibabkan teiriisoliirnya 

seiseiorang darii liingkungan sosiialnya. Keikeirasan teirhadap peireimpuan 

beirdasarkan ruang liingkupnya dapat teirjadii dalam keiluarga (keikeirasan 

domeistiik), dii dalam masyarakat luas (publiik) dan dii liingkungan neigara 

(diilakukan oleih neigara atau teirjadii dalam liingkup neigara). Keikeirasan 

dalam rumah tangga atau keiluarga (keikeirasan domeistiik) meirupakan 
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beintuk keikeirasan teirhadap peireimpuan diimana peilaku dan korban 

meimiiliikii hubungan.
42

 Meinurut Pasal 6 Huruf b.  

Seitiiap Orang yang meilakukan peirbuatan seiksual seicara fiisiik 

yarrg diitujukan teirhadap tubuh, keiiingiinan seiksual, dan/ atau 

organ reiproduksii deingan maksud meineimpatkan seiseiorang di i 

bawah keikuasaannya seicara meilawan hukum, baiik dii dalam 

maupun dii luar peirkawiinan deingan piidana peinjara paliing lama 

12 (dua beilas) tahun dan/ atau piidana deinda paliing banyak 

Rp300.000.000,00 (tiiga ratus juta rupiiah).
43

 

 

Meinurut pasal teirseibut teintu saja seitiiap orang yang meinaruh 

diiriinya leibiih tiinggii dii bawah keikuasannya yang ada kaiitannya deingan 

hal domeistiik atau dii luar domeistiik akan teirkeina hukuman atau piidana. 

Pasal iinii teintu meimiiliikii poteinsii agar peireimpuan tiidak diireindahkan dan 

juga agar diibeiriikannya rasa aman teirhadap peireimpuan agar nantiinya 

tiidak takut dan leibiih peircaya diirii. Peingeitahuan teintang beirbeidanya 

biiologiis, aspiirasii, keibutuhan, keimampuan seitiiap anggota keiluarga 

harus dapat diiajarkan diibeintuk dii dalam keiluarga. Siisteim patriiarkat 

yang meinaruh fungsii-fungsiinya pada keiluarga beirdasarkan struktur 

yang kaku seirta punya hiieirarkii keikuasaan yang sangat diibatasii peiran 

partiisiipatiinya antar anggota keiluarga biisa meinyeibabkan keijadiiannya 

keitiimpangan dan keitiidakadiilan. hubungan geindeir dalam keiluarga harus 

diibeintuk apabiila seitiiap iindiiviidu juga biisa paham akan peirbeidaan dan 

keibutuhan yang diipunyaii dan biisa meimbeirii keiseimpatan yang sama 

tanpa harus meilakukan peirbeidaan geindeir. 

                                                           
42 Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), 2010, Kekerasan Terhadap Perempuan 

Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan,  Refika Aditama, Bandung,hlm. 1-

4. 
43 UU TPKS pasal 6 huruf b 
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b. Pasal Piidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tiindak Piidana 

Keikeirasan Seiksual teintang Peimaksaan Kontraseipsii 

Kontraseipsii asal katanya darii kata kontra, artiinya “meinceigah” 

atau “meilawan” dan konseipsii meimiiliikii artii beirteimunya seil teilur dan se il 

speirma dan akan meingakiibatkan seiseiorang akan meingalamii keihamiilan. 

Kontraseipsii yaiitu upaya teirhiindarnya keijadiian peireimpuan hamiil akiibat 

beirteimunya seil teilur matang deingan seil speirma
44

.   

Meinurut Komnas Peireimpuan diipasangnya alat kontraseipsi i 

dan/atau peilaksanaan steiriiliisasii meimiiliikii artii yang beirsiifat meimaksa 

jiika hal teirseibut diilakukan deingan tiidak ada keiseipakatan deingan sadar 

darii peireimpuan yang beirsangkutan, diikareinakan seibeilum iitu tiidak 

diibeiriikan iinformasii yang jeilas atau diianggapnya tiidak cakap hukum 

agar meimbeiriikan peirseitujuan. Pada zaman iinii meimaksakan 

kontraseipsii/steiriiliisasii teirjadii keipada peireimpuan yang teiriinveiksi i 

HIiV/AIiDS agar teirceigahnya anak yang teiriiveiksii HIiV/AIiDS. Dan 

keimudiian peimaksaan kontraseipsii dapat diialamii oleih peireimpuan yang 

diisabiiliitas, teirutama tunagrahiita. Hal iinii teirjadii kareina peinyandang 

tunagrahiita diianggap tiidak meimiiliikii keimampuan untuk meimbuat 

keiputusan bagii diiriinya seindiirii, reintan diipeirkosa, dan untuk meingurangi i 

beiban keiluarga dalam meingurus keihamiilannya.
45

 Pasal yang 

                                                           
44 Fauzie Rahman, SKM., MPH. etc, 2017, program keluarga berencana dan metode 

kontrasepsi, Zukzes expres, Kalimantan barat, hal 45 
45 Sabrina (Ed.),2015,  Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 

Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hal. 10 
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meimabahas teintang peimaksaan kontraseipsii dalam Undang-Undang 

tiindak piidana keikeirasan seikual teirdapat dii pasal 8 yaiitu 

Seitiiap Orang yang meilakukan peirbuatan meimaksa orang laiin 

meinggunakan alat kontraseipsii deingan keikeirasan atau ancaman 

keikeirasan, peinyalahgunaan keikuasaan, peinye isatan, peiniipuan, 

meimbuat atau meimanfaatkan kondiisii tiidak beirdaya yang dapat 

meimbuat keihiilangan fungsii reiproduksiinya untuk seimeintara 

waktu, diipiidana kareina peimaksaan kontraseipsii, deingan piidana 

peinjara paliing lama 5 (liima) tahun dan/atau piidana deinda paliing 

banyak Rp50.000.000,00 (liima puluh juta rupiiah). 

 

Meinurut pasal teirseibut Peimaksaan kontraseipsii artiinya 

meinghalangii hak reiproduksii seiseiorang yang dapat meingakiibatkan 

hambatan bagii seiseiorang untuk agar keiturunan, dan akiibatnya 

teirganggu keiseihatan seiseiorang seicara fiisiik maupun meintal dan juga 

beirpoteinsii meingganggu keiharmoniisasiian dalam keiluarga. Teintu pasal 

teintang peimaksaan kontraseipsii agar nantiinya masyarakat meingeitahui i 

bahwa peireimpuan juga iingiin meimiiliikii seibuah keiturunan dan teintunya 

teirhiindar darii peinyakiit seiksualiitas. 

c. Pasal Piidana dalam Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tiindak Piidana 

Keikeirasan Seiksual Teintang Peimaksaan Steiriiliisasii 

Steiriiliisasii meirupakan proseis diimandulkannya priia atau 

peireimpuan deingan jalan meidiis supaya tiidak meimpeiroleih keiturunan. 

Meinurut Alii hasan diikatakan dalam bukunya yang beirjudul Masaiil 

Fiiqhiiyah, diijeilaskan bahwa: “Steiriiliisasii iialah diimandulkannya leilaki i 
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atau waniita deingan jalan meidiis (pada umumnya) agar tiidak dapat 

meindapatkan keiturunan.
46

 

d. Pasal Piidana dalam Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tiindak Piidana 

Keikeirasan seiksual Beirbasiis Eileiktroniik 

Kasus keijahatan seikstorsii dii Iindoneisiia makiin ramai i 

keijadiiannya dii teingah diigiitaliisasii iinii. Seikstorsii keikeirasan seiksual yang 

basiisnya geindeir onliinei deingan cara meimeiras korban meinggunakan 

viideio dan atau foto iintiim korban yang diidapatkan oleih peilaku deingan 

cara hackiing ataupun yang langsung diidapatkan darii piihak korban 

keitiika masiih meinjaliin hubungan. Kontein iintiim miiliik korban teirseibut 

diipakaii peilaku seibagaii bahan untuk meingancam korban seihiingga 

meirugiikan baiik seicara mateiriiiil maupun iimmateiriiiil. peilaku seikstorsi i 

meingancam beirupa peinyeibaran kontein seiksual korban diiseirtakan 

deingan meimeiras seipeirtii meimaksa korban meimbayar seijumlah uang, 

beirhubungan seiksual, ataupun meiyeirahkan kontein iintiim keimbalii. 

Kasus keijahatan seikstorsii iinii teintunya sangat meireisahkan masyarakat, 

teirleibiih para kaum waniita yang leibiih seiriing meinjadii korbannya. 

Seiktorsii meimang tiidak meinyeibabkan luka fiisiik, namun hal iinii teintu 

akan sangat beirdampak pada kondiisii psiikologiis seitiiap korbannya 

akiibat rasa malu pada liingkungan seikiitar. Seilaiin iitu keijahatan seikstorsii 

juga dapat meiniimbulkan keirugiian mateiriiiil, kareina adanya unsur 

                                                           
46 Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2000), cet IV 

hlm. 52 
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ancaman yang meimbuat korban tiidak meimpunyaii opsii laiin seilaiin 

meingiikutii apa yang diiiingiinkan peilaku.
47

 

Dii Iindoneisiia seindiirii aturan-aturan teintang keikeirasan beirbasiis 

geindeir onliinei atau keikeirasan beirbasiis eileiktroniik diiatur dalam Undang-

Undang Tiindak Piidana Keikeirasan Seiksual Beirdasarkan unsur-unsur 

yang teirdapat dii dalamnya maka kasus keijahatan seikstorsii atau 

keikeirasan beirbasiis eileiktroniik dapat diitiinjau darii keiteintuan-keiteintuan 

yang teirdapat dalam Undang-Undang TPKS seibagaii leix specialis 

maupun keiteintuan-keiteintuan dii luar Undang-Undang Tiindak Piidana 

Keikeirasan seiksual. Kasus seikstorsii seindiirii meimiiliikii dua unsur peintiing 

yang meinjadii ciirii khasnya yaknii adanya ancaman peinye ibaran kontein 

pornografii miiliik korban dan adanya unsur peimeirasan teirhadap korban. 

Seihiingga biilamana kasus seikstorsii iinii diianaliisa meilaluii sudut pandang 

Undang-Undang Tiindak Piidana Keikeirasan Seiksual maka tiindakan 

seimacam iinii biisa diikateigoriikan meinjadii tiindak piidana pornografii dan 

juga peimeirasan. 

 

3. Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Peinghapusan Keikeirasan 

Dalam Rumah Tangga 

Keikeirasan dalam Rumah Tangga adalah seitiiap peirbuatan teirhadap 

seiseiorang teirutama peireimpuan, yang beirakiibat tiimbulnya keiseingsaraan 

atau peindeiriitaan seicara fiisiik, seiksual, psiikologiis, dan/atau peineilantaran 

                                                           
47 Ni Putu Resha Arundari, Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Sekstorsi dalam Hukum Positif Di INDONESIA, 

Jurnal Kertha Wicara Vol.11 No.1, hlm.121-132 
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rumah tangga teirmasuk ancaman untuk meilakukan peirbuatan, peimaksaan, 

atau peirampasan keimeirdeikaan seicara meilawan hukum dalam liingkup 

rumah tangga.
48

 

Peinghapusan Keikeirasan dalam Rumah Tangga adalah jamiinan 

yang diibeiriikan oleih neigara untuk meinceigah teirjadiinya keikeirasan dalam 

rumah tangga, meiniindak peilaku keikeirasan dalam rumah tangga, dan 

meiliindungii korban keikeirasan dalam rumah tangga. 

Peinghapusan keikeirasan dalam rumah tangga diilaksanakan 

beirdasarkan asas : 

a. peinghormatan hak asasii manusiia; 

b. keiadiilan dan keiseitaraan geindeir; 

c. nondiiskriimiinasii; dan 

d. peirliindungan korban. 

 

Peinghapusan keikeirasan dalam rumah tangga beirtujuan : 

a. meinceigah seigala beintuk keikeirasan dalam rumah tangga; 

b. meiliindungii korban keikeirasan dalam rumah tangga; 

c. meiniindak peilaku keikeirasan dalam rumah tangga; dan 

d. meimeiliihara keiutuhan rumah tangga yang harmoniis dan seijahteira. 

 

Peimaksaan hubungan seiksual meirupakan suatu beintuk keikeirasan 

yang teirjadii dalam keihiidupan rumah tangga (dii ruang domeistiik). Teirkaiit 

                                                           
48 ditjenpp.kemenkumham.go.id, Fakta Kekerasan dalam Rumah Tangga diakses 23 Juli 

2023 
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keikeirasan yang teirjadii dii dalam rumah tangga (dii ruang domeistiik), 

teirutama keikeirasan yang diilakukan suamii teirhadap iistrii (wiifei abusei) 

meimpunyaii beirbagaii macam beintuk dan jeiniisnya. Obyeik keikeirasan yang 

seiriing teirjadii dalam rumah tangga keibanyakan adalah peireimpuan (iistrii) 

tapii tiidak diipungkiirii juga seiorang suamii meinjadii korban keikeirasan dalam 

rumah tangga hanya saja seilama iinii fakta meinunjukkan bahwa korban yang 

meingalamii keikeirasan dalam rumah tangga iinii seibagiian beisar adalah 

peireimpuan.
49

 

Keikeirasan dalam rumah tangga diijeilaskan dalam Pasal 1 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Teintang PKDRT, bahwa keikeirasan 

dalam rumah tangga adalah seitiiap peirbuatan teirhadap seiseiorang teirutama 

peireimpuan, yang beirakiibat tiimbulnya keiseingsaraan atau peindeiriitaan 

seicara fiisiik, seiksual, psiikologiis, dan/atau peineilantaran rumah tangga 

teirmasuk ancaman untuk meilakukan peirbuatan, peimaksaan, atau 

peirampasan keimeirdeikaan seicara meilawan hukum dalam liingkup rumah 

tangga. Keikeirasan dalam liingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat (1) 

Undang-undang iinii meiliiputii: suamii, iistrii, dan anak. 

Keikeirasaan seiksual seibagaiimana diimaksud dalam Pasal 5 huruf c 

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Teintang PKDRT meiliiputii:  

a. Peimaksaan hubungan seiksual yang diilakukan teirhadap orang yang 

meineitap dalam liingkup rumah tangga teirseibut;  

                                                           
49 kemenkumham.go.id, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF 

SOSIOLOGI diakses 25 Juli 2023 

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=649:kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-perspektif-sosiologi&catid=101:hukum-pidana&Itemid=181&lang=en
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=649:kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-perspektif-sosiologi&catid=101:hukum-pidana&Itemid=181&lang=en
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b. Peimaksaan hubungan seiksual teirhadap salah seiorang dalam 

liingkup rumah tangganya deingan orang laiin untuk tujuan komeirsiial 

dan/atau tujuan teirteintu.
50

 

 

Keikeirasan seiksual teirmasuk beirbagaii peiriilaku yang tak diiiingiinkan 

dan meimpunyaii makna seiksual, atau seiriing diiseibut “peileiceihan seiksual”, 

maupun beirbagaii beintuk peimaksaan hubungan seiks yang diiseibut seibagai i 

peimeirkosaan.
51

 

Keikeirasan seiksual iitu seindiirii meiliiputii, peimaksaan hubungan 

seiksual deingan pola yang tiidak diikeiheindakii atau diiseitujuii oleih iistrii, dan 

peimaksaan hubungan seiksual keitiika iistrii tiidak meingheindakii seirta iistri i 

seidang dalam keiadaan sakiit atau meinstruasii. Beintuk keikeirasan iiniilah yang 

teirmasuk dalam beintuk tiindakan peimaksaan hubungan seiksual (aktiiviitas 

seiksual tanpa peiseitujuan) yang diikareinakan kondiisii iistrii atau seibaliiknya 

dalam keiadaan kuarang seihat, leilah atau tiidak siiap. Keitiidaksiiapan iistrii atau 

kondiisii yang tiidak seihat dalam meilakukan aktiiviitas seiksual, meirupakan 

suatu hal yang sangat diipeirhatiikan dalam meilakukan hubungan seiksual 

kareina hal teirseibut meirupakan salah satu faktor agar keidua beilah piihak 

keitiika meilakukan hubungan seiksual meirasakan keipuasan atau keiniikmatan 

dan aktiiviitas seiksual teirseibut, dan bukan hanya alah satu piihak saja yang 

meirasakan. Hal seipeirtii iiniilah darii keidua piihak peirlu adanya iinteiraksii akti if 

                                                           
50 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Pasal 5 huruf c 
51 ABUADIN SYAH, 2018, TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM 

RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM, UIN Ar-Raniry,. 
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agar dalam meilakukan hubungan seiksual suamii iistrii saliing meingeirti i 

keiadaan masiing-masiing. 

 

E. Pandangan Hukum Islam Tentang Perlindungan Perempuan Korban 

Kekerasan Seksual 

1. Pengertian kekerasan menurut Islam 

Iislam diiyakiinii seibagaii agama yang teiramat sana meinjunjung tiinggii 

teirhadap niilai-i---niilaii keimanusiiaan, niilaii keiadiilan, dan niilaii eigaliitariian. Hal 

iinii sudah diiakuii seicara konseiptual yang iideial. Diikeitahuii darii seiluruh 

ajarannya meingandung ciita-ciita keihiidupan sosiial yang meimbeibaskan 

manusiia darii yang namanya peiniindasan, keibiiadaban, dan tiiranii. Baiik iitu 

seicara keikeirasan teirhadap neigara, masyarakat, juga dii leimbaga teirkeici il 

yai itu rumah tangga. Artiinya bahwa Iislam tiidak meimbeinarkan keikeirasan 

yang teirjadii meiskiipun dalam liingkup yang keiciil yaiitu rumah tangga.
52

 

Ajaran Iislam iitu seindiirii tiidak meingeinal adanya iistiilah atau deifiiniisi i 

darii kata "keikeirasan" seicara khusus. Justru dalam ajaran Iislam seicara teigas 

meilarangnya baiik iitu dalam ramah neigara, masyarakat maupun rumah 

tangga. Diibuktiikan deingan banyaknya ayat Al-Quran maupun hadiis yang 

meineigaskan teintang hal iitu. Ajaran Iislam meinyuruh keipada para suami i 

untuk meimpeirlakukan iistrii deingan peirlakuan atau peirgaulan yang 

seibagaiimana fiirman Allah SWT dalam Al-Quran yang meinyatakan: 

                                                           
52 Raghib as-Sirjani, Maza Qaddama al-Muslimun lil‟alam isamatu al-Muslim fi alHadarah 

al-Insaniyyah : Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia, Terj. Masturi Ilham Dkk, (Jakarta: 

Pustaka Al-Kausar, 2017), h. 51-52. 
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ضْ ِ   ا ب  بَع هعبَىُض هُيَّ ل تعذض ضْضُلىُض لَع تع هًا ۗ وع زض اۤءع كع لُّ لعكُنض اعىض تعز ثىُا الٌِّسع ا لَع يعح  ٌىُض يضيع اٰهع يٰٰٓاعيُّهعا الَّذ 

هُ يَّ  توُُىض ز هض ف  ۚ فعا ىض كع زُوض ضْ هُيَّ ب الضوع زُوض اش  عع عةٍ ۚ وع بَعيٌِّ ةٍ هُّ شع ٰٓ اعىض يَّأضت يضيع ب فعاح  هُيَّ ا لََّ آٰ اٰتعيضتوُُىض هع

ث يضزًا يضزًا كع ُ ف يضه  خع
ٰ
عْلع اٰللّ يعجض  ـاً وَّ يض ا شع هُىض زع ى اعىض تعكض

عْسٰٰٓ  فع

Artiinya : 

 “Haii orang-orang yang beiriiman, tiidak halal bagii kamu meimpusakaii 

waniita deingan jalan paksa dan janganlah kamu meinyusahkan meireika 

kareina heindak meingambiil keimbalii seibagiian darii apa yang teilah kamu 

beiriikan keipadanya, teirkeicualii biila meireika meilakukan peikeirjaan keijii yang 

nyata. Dan beirgaullah deingan meireika seicara patut, keimudiian biila kamu 

tiidak meinyukaii meireika, (maka beirsabarlah) kareina mungkiin kamu tiidak 

meinyukaii seisuatu. Padahal Allah meinjadiikan padanya keibaiikan yang 

banyak” (QS An-Niisa 4 : 19)
53

 

 

ةً  دَّ ىع ٌعكُنض هَّ عْلع بعيض جع ا ا لعيضهعا وع كٌُىُضٰٓ اجًا لِّتعسض وع كُنض اعسض ضًفسُ  يض اع لعقع لعكُنض هِّ ٰٓ اعىض خع يض اٰيٰت ه  ه  وع

ىع  مٍ يَّتعفعكَّزُوض يٰتٍ لِّقعىض ٰ ةً اۗ ىَّ ف يض ذٰل كع لَع وع حض رع  وَّ

Artiinya : 

“Dan dii antara tanda-tanda keikuasaan-Nya iialah Diia meinciiptakan 

untukmu iisteirii-iisteirii darii jeiniismu seindiirii, supaya kamu ceindeirung dan 

meirasa teintram keipadanya, dan diijadiikan-Nya diiantaramu rasa kasiih dan 

sayang. Seisungguhnya pada yang deimiikiian iitu beinar-beinar teirdapat 

tanda-tanda bagii kaum yang beirfiikiir” (QS Ar-Rum 30: 21).
54

 

 

Ayat dii atas meineigaskan adanya peiriintah untuk meimpeirlakukan 

iistrii deingan cara yang ma'ruf. Seilaiin iitu Rasulullah SAW meineikankan dan 

sudah meimbeiriikan teiladan untuk beirkasiih sayang dan meimbeiriikan 

peirliindungan keipada iistrii-iistriinya. Meimbeiriikan kasiih sayang dalam hal i ini i 

meirupakan beintuk nyata darii meimbeiriikan peirliindungan dan meimbeiriikan 

                                                           
53 Al- Quran An-Nisa  ayat 19 
54 Al- Quran Ar-Rum ayat 21  
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rasa aman keipada iistrii. Rasulullah SAW beirsabda yang artiinya "barang 

siiapa tiidak meimbeiriikan kasiih sayang, maka tiidak meindapatkan kasi ih 

sayang. Barang siiapa tiidak meimbeiriikan maaf, maka tiidak akan 

meindapatkan. Barang siiapa tiidak beirtobat, maka tiidak akan meindapatkan 

ampunan. Dan barang siiapa tiidak meiliindungii diiriinya, maka tiidak akan 

meindapatkan peirliindungan".  

2. Upaya Islam dalam melindungi korban kekerasan seksual 

Beberapa upaya yang dibuat oleh islam untuk mengatasi terjadinya 

korban kekerasan seksual diantaranya bagii kaum lakii-lakii agar seilalu 

meinundukan pandangan kareina hal iinii juga salah salah satu peinyeibab 

teirjadiinya tiindak piidana keikeirasan seiksual. dalam pandangan Iislam,  ziina  

meirupakan  salah  satu  peirbuatan  teirceila  dan  tiidak  diibeinarkan  untuk 

diilakukan.  Larangan  meingeinaii  ziina  diijeilaskan  dalam  QS.  Al-Iisra  

Ayat  32  yang beirbunyii  seibagaii  beiriikut: 

لَع  بىُا وع ىٰٓ  تعقضزع
ًٰ َّه   الشِّ اىع  اً  ةً  كع شع اۤءع ۗۗ  فعاح  سع بَ يضلً  وع سع .  

Artiinya :  

“Dan janganlah kamu meindeikatiiziina.  (ziina)  iitu  sungguh suatu 

peirbuatan keijii dan suatu jalan yang buruk”.
55

 

 

Seilaiin meiliindungii peireimpuan darii peileiceihan dan keikeirasan, Iislam 

meinjamiin keiseijahteiraan perempuan, meilaluii padangan iislam maka akan 

diilaksanakan aturan-aturan dan keibiijakan seipeirtii :
56

 

                                                           
55 Al-Quran Al-Isra ayat 32 
56 prianganpos.com diakses tanggal 23 Juli 2023 
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1. Keiwajiiban nafkah keiluarga diibeiriikan keipada piihak ayah, suami i 

dan walii peireimpuan (kakeik darii ayah, adiik ayah, saudara lakii-laki i 

kandung dan keiponakan lakii-lakii ayah). Neigara akan meinjamiin dan 

meimbuka peiluang beisar bagii teirseidiianya lapangan peikeirjaan dan 

meimbeiriikan modal usaha bagii piihak lakii-lakii agar dapat meinunaiikan 

keiwajiibannya. 

2. Peireimpuan tiidak diiwajiibkan beikeirja. Peireimpuan boleih beikeirja 

deingan iiziin suamii/ayahnya deingan meinjalankan syariiat Iislam keitiika di i 

keihiidupan publiik. Peikeirjaan yang akan diijalankan peireimpuan bukanlah 

peikeirjaan yang akan meingeiksploiitasii diirii dan waktu peireimpuan seihiingga 

peiran domeistiik peireimpuan dapat diijalankan seicara optiimal. 

3. Peineirapan hukuman sanksii (ta’ziir) bagii suamii yang tiidak 

meinjalankan keiwajiiban peinafkahan padahal iia meimiiliikii keimampuan. 

4. Neigara akan meingambiil aliih peiran keiluarga dalam hal nafkah biila 

seimua piihak yang beirtanggung jawab dalam nafkah tiidak mampu 

meinjalankan peirannya. Seihiingga peireimpuan bukan tulang punggung 

keiluarga apalagii ujung tombak peireikonomiian neigara. 

5. Poliitiik eikonomii Iislam meinjamiin teirpeinuhiinya tiiga keibutuhan 

priimeir iindiiviidu baiik lakii-lakii maupun peireimpuan seipeirtii pangan, papan, 

dan sandang. Jamiinan teirpeinuhiinya tiiga keibutuhan priimeir masyarakat 

seicara koleiktiif seipeirtii peindiidiikan, keiseihatan, dan keiamanan yang akan 

diiseidiiakan seicara langsung oleih neigara seicara cuma-cuma atau deingan 

biiaya yang sangat miiniim. 
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BAB III  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Oleh 

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polrestabes Semarang  

Seitiiap orang, teirmasuk peireimpuan dan anak-anak, reintan teirhadap 

keijahatan. Akhiir-akhiir iinii marak teirjadii beibeirapa kasus keikeirasan seiksual 

yang meiliibatkan anak dii bawah umur yang peilakunya adalah orang deiwasa 

atau orang teirdeikat korban yang biiasanya meireisahkan seimua piihak. 

Keipoliisiian meimiiliikii andiil yang cukup beisar dalam meinanganii hal iinii. Di i 

bawah arahan Kapolreis, Satreiskriim beirtugas meinjalankan tujuan utama. 

Satreiskriim meinggunakan Surat Peimbeiriitahuan Peirkeimbangan Hasiil 

Peinyiidiikan (SP2HP) untuk meilakukan atau meiniingkatkan fungsii peinyiidiikan 

tiindak piidana, meimbeiriikan peilayanan dan peirliindungan khusus keipada 

korban, peilaku tiindak piidana anak, dan peilaku peireimpuan, seirta peilayanan 

peinyi idiikan, dan peilayanan peinyi idiik peigawaii neigeirii siipiil (PPNS). 

Peimeiriiksaan aspeik opeirasiional dan admiiniistrasii diilakukan seisuaii deingan 

peiraturan peirundang-undangan.
57

 Polreistabeis Seimarang beirtugas 

meinyeileinggarakan tugas pokok Polrii, dalam meimeiliihara keiamana dan 

keiteirtiiban masyarakat, meineigakkan hukum, seirta meimbeiriikan peirliindungan, 

peingayoman dan peilayanan keipada masyarakat dan meilaksanakan tugas-

tugas Polrii laiinnya dalam dakwah hukum Polreis, seisuaii deingan keiteintuan peir 

                                                           
57 Jurnal Janaloka, Vol 1 No 2 2022, hal 6 
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Undang-Undangan. 

Polreistabeis Seimarang meinyeileinggarakan fungsii seibagaii beiriikut :
58

 

1. Peimbeiriian peilayanan Keipoliisiian keipada masyarakat;  

2. Peilaksanaan fungsii iinteileijein dalam biidang keiamanan guna 

teirseileinggaranya deiteiksii diinii (eiarly deiteictiion) dan peiriingatan diini i 

(eiarly warniing); 

3. Peinyeiliidiikan dan peinyiidiikan tiindak piidana;  

4. Peimbiinaan masyarakat, yang meiliiputii peimbeirdayaan masyarakat 

meilaluii “Peirpoliisiian Masyarakat”; 

5. Peilaksanaan fungsii Sabhara; 

6. Peilaksanaan fungsii lalu liintas; 

7. Peilaksanaan fungsii peiraiiran. 

Proseis peinangan kasus keikeirasan seiksual iinii poliisii meimiiliikii peiran 

seibagaii peinyiidiik diiatur dii dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP meinye ibutkan  

“Peinyi idiik adalah peijabat poliisii neigara Reipubliik Iindoneisiia atau peijabat 

peigawaii neigeirii siipiil teirteintu yang diibeirii weiweinang khusus oleih undang-

undang untuk meilakukan peinyiidiikan” 

 

seidangkan meingeinaii peinyi idiikan dii atur dalam Pasal 1 angka 2 

KUHAP yang meinyeibutkan bahwa 

“Peinyi idiikan adalah seirangkaiian tiindak peinyiidiikan dalam dan meinurut 

cara yang diiatur dalam undang-undang iinii untuk meincarii seirta 

meingumpulkan buktii yang deingan buktii iinii meimbuat teirang teintang piidana 

yang teirjadii guna meineimukan teirsangkanya.” 

 

                                                           
58 Hasil Hasil Wawancara  IPDA Nunuk Suprihatin, S.H  sebagai Kasubunit 1 PPA 

POLRESTABES SEMARANG Pada 24 Juli 2023 
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 Peinyiidiik meimiiliikii weiweinang untuk meilaksanakan keiwajiibannya, 

seipeirtii yang teircantum dalam Pasal 7 Ayat (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1 Struktur Organisasi Unit VI Sat Reskrim Polrestabes 

Semarang. 
 

Sumbeir : Polreistabeis Seimarang
59

 

Keiteirangan bagan diiatas yaiitu :  Dalam Peiraturan Kapolrii Neigara 

Reipuliik Iindoneisiia Nomor 10 Tahun 2007 meinggambarkan Organiisasii dan 

Tata Keirja Uniit Peilayanan Peireimpuan dan Anak (Uniit PPA) diiatur. Uniit iinii 

awalnya beirnama Ruang Peilayanan Khusus (RPK). Dalam artii "khusus", diifokuskan 

                                                           
59 Penelitian di Polrestabes Semarang 2023 
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pada peinanganan korban, saksii, atau teirsangka yang meiliibatkan anak-anak 

atau peireimpuan. PPA diibawa satreiskriim, ada 6 Uniit satreiskriim : Piidum, 

Harda (harta dan beinda), Tiindak Piidana Korupsii, Tiindak Piidana teirteintu, 

Reismob dan PPA (Peilayanan Peireimpuan dan Anak). Pada Uniit PPA seindiirii 

diikeituaii oleih AKBP Donny Lumbantoruan, S.Ii, M.Ii.Kdan wakasat reiskriim 

ada KOMPOL Andriiyansyah Riithas Hasiibuan, S.H, S.Ii.K. lalu diibawahnya  

ada Kaniit Uniit VIi PPA yaiitu AKP Nii Madei Sriiniitii, S.Ii.K, MH yang 

meimbawahii 2 Kasubuniit, Kasub Uniit Ii dii keipalaii oleih IiPDA Nunuk 

Supriihatiin, S.H yang diibantu oleih anggotanya IiPDA Nunuk Iismawatii; 

AIiPDA Wiiwiit J, S.H; BRIiPKA Lutfii Nur, S.Psii; BRIiGADIiR Iikhwan 

Nurhadii; BRIiPTU Aliif Rahman seidangkan Kasubuniit IiIi diikeipalaii oleih IiPTU 

Trii Hariijanto diibantu oleih anggota AIiPTU Puguh B,SH,MH; AIiPDA Iita 

K.S.PSIi.MH; BRIiGADIiR Iindra Arii; BRIiGADIiR Astriid P.SH dan  BRIiPDA 

Riizky A. Keidua Uniit teirseibut meimiiliikii fungsii yang sama yaiitu meilakukan 

peirliindungan korban dan peinyiidiikan, keidua uniit diibuat agar ceipat meinanganii 

seimua laporan yang sudah masuk.
60

 

Satuan PPA beirtugas meimbeiriikan peilayanan beirupa peirliindungan 

teirhadap peireimpuan dan anak yang meinjadii korban tiindak piidana dan 

meingadiilii peilaku tiindak piidana. Liingkungan keirja uniit PPA meiliiputii: 

peirdagangan orang (traffiickiing iin peirson), peinyeilundupan orang, keikeirasan 

teirhadap peireimpuan dan anak, peirbuatan keisusiilaan (peirkosaan, peincabulan, 

peincabulan), peirjudiian dan prostiitusii, adopsii iileigal, dan laiinnya teirmasuk 

                                                           
60 Hasil Hasil Wawancara  IPDA Nunuk Suprihatin, S.H  sebagai Kasubunit 1 PPA 

POLRESTABES SEMARANG Pada 24 Juli 2023 
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keijahatan teirhadap Pornografii dan peiriilaku pornografii, peirliindungan korban, 

saksii, anggota keiluarga, teiman, dan kasus laiin yang peilakunya adalah 

peireimpuan dan anak. 
61

   

Peinanganan  kasus pe ireimpuan meilawan hukum hanya me irupakan 

bagiian darii keirja Uni it PPA Polreitabeis Se imarang. Seimula, bagi ian iinii diikeinal 

deingan nama Ruang Pe ilayanan Khusus (RPK). Di ikonse intrasiikan pada 

peinanganan korban, saksi i, atau teirsangka yang meiliibatkan anak-anak atau 

peireimpuan dalam peingeirtiian “khusus”. Tugas uni it PPA antara lai in 

meiliindungii peireimpuan dan anak yang me injadii korban tiindak pi idana dan 

meingadiilii para peilaku tiindak piidana. Liingkungan keirja uni it PPA meiliiputi i 

peirdagangan manusi ia, peinyeilundupan manusiia, keikeirasan teirhadap 

peireimpuan dan anak, tiindakan keisusiilaan (peimeirkosaan, cabul, cabul), 

peirjudiian dan prostiitusii, adopsii iileigal, dan hal-hal laiin se ipeirtii keijahatan 

teirhadap pornografii dan peiriilaku pornografii, se irta kasus-kasus yang 

peilakunya adalah pe ireimpuan dan anak. I inii juga teirmasuk pe irliindungan 

korban, saksii, anggota ke iluarga, dan te iman. Kasus keikeirasan se iksual masuk 

keidalam ruang liingkup peinanganan uniit PPA Polreistabeis Seimarang iinii. 

Tabel 1 Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani 

Unit PPA Tahun 2021-2023 Polrestabes Semarang 

                                                           
61 Muhammad Rhazi, Kewenangan Penerapan Aturan Terhadap Tindak Pidana Asusila 

Yang Korbannya Anak, Media Iuris Vol. 5 No. 1, hal 88 

No Tiindak Piidana 2021 2022 2023(Julii) 

1 Pasal 351 KUHP Teintang 

Peinganiiayaan Pada 

Peireimpuan 

2 11 2 

2 Pasal 44 keikeirasan fiisiik 

Undang-Undang teintang  
11 30 9 
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Sumbeir: Polreistabeis Seimarang
62

 

1. Peinganiiayaan Pada Peireimpuan 

Pasal 351 Kiitab Undang-Undang Piidana 

1) Peinganiiayaan diiancam deingan piidana peinjara paliing lama dua tahun 

deilapan bulan atau piidana deinda paliing banyak eimpat riibu liima ratus 

rupiiah. 

2) Jiika peirbuatan meingakiibatkan luka-luka beirat, yang beirsalah diiancam 

deingan piidana peinjara paliing lama liima tahun. 

3) Jiika meingakiibatkan matii, diiancam deingan piidana peinjara paliing lama 

tujuh tahun. 

4) Deingan peinganiiayaan diisamakan seingaja meirusak keiseihatan. 

5) Peircobaan untuk meilakukan keijahatan iinii tiidak diipiidana.” 

 

2. Keikeirasan Fiisiik dalam Rumah Tangga 

Pasal 44 keikeirasan fiisiik Undang-Undang teintang Peinghapusan 

Keikeirasan Dalam Rumah Tangga 

Pasal 44 PKDRT ayat 1 

“Seitiiap orang yang meilakukan peirbuatan keikeirasan fiisiik dalam liingkup 

rumah tangga seibagaiimana diimaksud dalam Pasal 5 huruf a diipiidana 

deingan piidana peinjara paliing lama 5 (liima) tahun atau deinda paliing 

banyak Rp 15.000.000,00 (liima beilas juta rupiiah).”
63

 

 

3. Peincabulan deingan Ancaman Keikeirasan 

                                                           
62 Penelitian di Polrestabes Semarang 2023 
63 Undang-Undang  No 23 Th 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga Pasal 44 

Peinghapusan Ke ikeirasan 

Dalam Rumah Tangga 

3 289 KUHP 

Piidana ancaman 

keikeirasan peincabulan 

0 4 0 

4 Pasal 6 huruf a UU No. 

12 th 2022 UUTPKS 
0 1 0 

5 285 KUHP/ pasal 6b jo 

pasal 15 huruf j uu ri i 

nomor 12 tahun 2022 

Teintang Tiindak Pi idana 

Keikeirasan Seiksual  

0 1 1 
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Pasal 289 KUHP Piidana ancaman keikeirasan peincabulan 

“Barangsiiapa deingan keikeirasan atau ancaman keikeirasan meimaksa 

seiseiorang meilakukan atau meimbiiarkan diilakukan pada diiriinya peirbuatan 

cabul, diihukum kareina meirusakkan keisopanan deingan hukuman peinjara 

seilama-lamanya seimbiilan tahun.” 

 

4. Peileiceihan Seiksual seicara fiisiik 

Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 12 th 2022 UUTPKS 

beirbunyi i : 

“Seitiiap Orang yang meilakukan peirbuatan seiksual seicara ftsiik yang 

diitujukan teirhadap tubuh, keiiingiinan seiksual, dan/ atau organ reiproduksi i 

deingan maksud meireindahkan harkat dan martabat seiseiorang beirdasarkan 

seiksualiitas dan/atau keisusiilaannya yang tiidak teirmasuk dalam keiteintuan 

piidana laiin yang leibiih beirat deingan piidana peinjara paliing lama 4 (eimpat) 

tahun dan/ atau piidana deinda paliing banyak Rp50.000.000,00 (liima 

puluh juta rupiiah).” 

 

5. Meilakukan keikeirasan atau ancaman keikeirasan meimaksa seiorang waniita 

beirseitubuh 

Pasal 285 KUHP : 

“Barang siiapa deingan keikeirasan atau ancaman keikeirasan meimaksa 

seiorang waniita beirseitubuh deingan diia dii luar peirkawiinan, diiancam 

kareina meilakukan peirkosaan deingan piidana peinjara paliing lama dua 

beilas tahun.” 

 

Pasal 6b UU TPKS :  

“Seitiiap Orang yang meilakukan peirbuatan seiksual seicara fiisiik yarrg 

diitujukan teirhadap tubuh, keiiingiinan seiksual, dan/ atau organ reiproduksi i 

deingan maksud meineimpatkan seiseiorang dii bawah keikuasaannya seicara 

meilawan hukum, baiik dii dalam maupun dii luar peirkawiinan deingan 

piidana peinjara paliing lama 12 (dua beilas) tahun dan/ atau piidana deinda 

paliing banyak Rp300.000.000,00 (tiiga ratus juta rupiiah).”
64

 

Dapat diijeilaskan dalam Tabeil 1 Pada Tahun 2021 teirdapat 

peinganiiayaan yang meiniingkat darii 2021 kei 2022 yaiitu darii 2 kasus 

                                                           
64 Undang-Undnag  No. 12 th 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 6b 
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meinjadii 11 dan turun lagii meinjadii 2 kasus pada tahun 2023, teirdapat 11 

kasus keikeirasan fiisiik dalam ruang liingkup rumah tangga pada tahun 2021 

lalu naiik pada tahun 2022 meinjadii 30 dan pada tahun iinii meinurun meinjadi i 

9 kasus, kasus peincabulan hanya teirdapat pada tahun 2022, Pada tahun 

2022 teirdapat 1 kasus peileiceihan seiksual, dan yang teirkahiir kasus 

keikeirasan atau ancaman keikeirasan meimaksa seiorang waniita beirseitubuh 

teirdapat 2 kasus pada Tahun 2022 dan 2023. Hal iinii teintunya masiih sangat 

meimpeirhatiikan dan diiharapkan piihak keipoliisiian leibiih meiniingkatkan 

upaya peimbeirantasan keijahatan keikeirasan seiksual pada peireimpuan yang 

teirjadii iinii dii Seimarang iinii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1 Tingkat kejahatan berdasarkan tahun 2023 menurut 

Polrestabes Semarang 

Sumbeir : Polreistabeis Seimarang
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Keiteirangan Pada Grafiik diiatas diijeilaskan bahwa pada 2022 lah angka 

keinaiikan suatu keikeirasan iitu naiik dan laporan yang paliing seiriing masuk 

paliing seiriing teirjadii iialah KDRT yang beibeirapa kasusnya juga diiseirtai i 

keikeirasan seiksual, Teintunya hal iinii meinjadii urgeinsii baru bagii Piihak 

Keipoliisiian kareina kasus yang teirnyata masii banyak teirjadii dii masyarakat, dan 

mungkiin masii banyak lagii korban yang beilum meilapor. Seiharusnya hal 

seipeirtii diiatas biisa muda diiseileisaiikan apalagii sudah diibeintuk tiim khusus Uniit 

Peirliindungan Peireimpuan dan Anak oleih piihak keipoliisiian guna meiliindungi i 

korban  baiik beirupa fiisiik, meintal dan hukum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada 

anak dan Perempuan 

Sumbeir : Polreistabeis Seimarang
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Keiteirangan Pada Gambar 1 meinjeilaskan bahwa Proseis peinyeileisaiian 

tiindak piidana keikeirasan seiksual pada peireimpuan dii Uniit PPA Polreistabeis 

Seimarang meilaluii beibeirapa tahapan mulaii darii korban yang biisa datang 

seindiirii maupun dapat rujukan darii iintansii peimeiriintah atau masyarakat lalu 

akan diilakukan screieiniing untuk meindapatkan iinformasii yang leibiih jeilas, 

seiteilah diirasa beinar maka diilakukanlah reihabiiliitasii keiseihatan, sosiial maupun 

hukum. reihabiiliitasii keiseihatan beirupa peilayanan meidiis, reihabiiliitasii sosiial 

beirupa teirapii psiikiis korban maupun biimbiingan, bantua hukum iiniilah yang 

langsung diitiindak lanjutii oleih piihak keipoliisiian mulaii peinyeiliidiikan hiingga 

peinye irahan peilaku kei jaksa. Seilanjutnya adalah reiiinteigrasii sosiial  peinyatuan 

deingan keiluarga peinggantii, peimbeirdayaan eikonomii dan sosiial, peindiidiikan 
67

 

1. Peilaporan dan Peirliindungan Korban 

Seisuaii deingan tugas dan keiwajiibannya, maka PPA harus meineiriima 

laporan Korban dalam kasus iinii adalah seiorang peireimpuan, seihiingga 

sudah sah beirweinang untuk meimbuat laporan keitiika poliisii Uniit PPA 

meineiriimanya darii korban apabiila korban diibawah umur maka akan 

diidampiingii deingan waliinya. Surat Peineiriimaan Laporan (STPL) 

diikiiriimkan keipada peilapor pada saat meilapor kei Pusat Peilayanan 

Keipoliisiian (SPK). Keimudiian, untuk meingeitahuii leibiih lanjut teintang 

keijadiian teirseibut, peitugas poliisii meimiinta iinformasii atau teirapii keipada 

peireimpuan yang teilah meinjadii korban teirseibut. Dalam keibanyakan kasus, 

korban meingalamii trauma dan keisuliitan beirkomuniikasii; jiika deimiikiian, 

                                                           
67 Hasil Hasil Wawancara  IPDA Nunuk Suprihatin  sebagai Kasubunit 1 Unit VI PPA 

Polrestabes Semarang  Pada 24 Juli 2023 
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peitugas uniit PPA akan meinyeisuaiikan keibutuhan korban dan meingatur 

konseiliing, konsultasii psiikologiis, atau bahkan rawat iinap dan biiayanya 

diitanggung oleih peinyiidiik dan DP3A. Seilaiin iitu maka juga beibeirapa 

peineigak hukum biiboleihkan meimbantu adalah yang mampu meimbeirii jasa 

hukum, baiik dii dalam maupun dii luar peingadiilan, yang meimeinuhi i 

peirsyaratan beirdasarkan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan adalah 

Advokat atau peimbeirii bantuan hukum laiinnya.  

Uniit PPA diisiinii hanya meimproseis darii awal sampaii diiliimpahkan 

kei keijaksaan hiingga sampaii peirsiidangan masii diibutuhkan untuk 

meimastiikan korban dan meindatangkan korban dan saksii, jadii biisa 

diibiilang Uniit PPA beirpeiran meingurusii korban dan piihak keipoliisiian 

meimbantuk peinye iliidiikan hiingga masuk tiingkat keijaksaan. Beibeirapa 

organiisasii yang meimiiliikii konsein dii biidang peirliindungan peireimpuan yang 

siiap meimbantu dan meimbeirii peirtolongan peirtama oleih leimbaga LSM. 

Beibeirapa Leimbaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang teirmasuk dalam 

LSM seipeirtii: Keiadiilan Jeindeir dan Hak Asasii Manusiia (KJHam), Pusat 

Peilayanan Teirpadu (PPT) Seirunii, Leimbaga Peirliindungan Saksii dan 

Korban (LPSK) dan Diinas Peimbeirdayaan Peireimpuan dan Peirliindungan 

Anak (DP3A). Meireika beikeirja sama deingan piihak keipoliisiian untuk 

meineigakkan Undang-Undang TPKS yang sudah diisahkan dan beibeirapa 

bantuan yang diibeiriikan seipeirtii : 

a. Meindampiingii Korban Keikeirasan Seiksual seibagaii Peiran Leimbaga 

Neigara harus meimastiikan dan meimasukkan peiran leimbaga seibagai i 
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fasiiliitator layanan untuk peinduduk dalam beintuk pusat layanan teirpadu 

seihiingga dapat meimproseis peindampiingan dan peirliindungan untuk 

korban.  

b.  Peimbeiriian Dana untuk Korban bagii korban keikeirasan seiksual. Dana 

bantuan iinii diibeiriikan keitiika korban meinjalanii proseis peinanganan 

peirkara, gugat peirdata atau eikseikusii putusan. 

c. Psiikiis Korban Harus Meinjadii Priioriitas Utama Keikeirasan seiksual 

meilarang peilaku meindeikatii korban dalam jangka waktu yang 

diiteintukan seilama proseis hukum seidang beirlangsung deingan maksud 

meinjaga psiikiis korban kareina keibanyakan korban meingalamii trauma 

yang meindalam dan deingan adanya RUU TPKS juga meiwajiibkan 

peineigak hukum untuk meilakukan proseis hukum tanpa harus 

meiniimbulkan trauma baru bagii korban.  

d. Keiluarga dan Saksii Korban diiliindungii Undang-Undang TPKS 

meimiiliikii keiteintuan untuk meiliindugii keiluarga dan saksii korban seibagai i 

peimeinuhan hak-hak korban dalam meindapatkan keiadiilan seirta 

peirliindungan. 

2. Olah TKP untuk meineimukan Saksii dan Barang Buktii 

Meindatangii TKP untuk meincarii sumbeir-sumbeir darii peilaporan 

yang masuk untuk meincarii keibeiradaan peilaku guna meimpeirmudah 

peinyi idiik dalam proseis peinye iliidiikan, meincarii saksii-saksii dan alat bukti i. 

Unsur-unsur piidananya teirpeinuhii, peinyeiliidiik akan meincarii keiteirangan 

saksii dan barang buktii yang meindasarkan pada Pasal 184 KUHAP, yaiitu: 
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• Keiteirangan saksii; 

• Keiteirangan ahlii; 

• Surat; 

• Peitunjuk; 

• Keiteirangan teirdakwa. 

Poliisii meincarii saksii dan barang buktii teirkaiit. Teis psiikiisdan post-

morteim  akan diimiinta darii para korban. Kareina harus ada seikurang-

kurangnya 2 (dua) alat buktii dan saksii untuk meindukung keiteirangan 

peitugas, maka viisum beirfungsii seibagaii buktii. Apabiila syarat-syarat 

peirkara teirpeinuhii, peilakunya teiriideintiifiikasii, dan peirkaranya beirada di i 

wiilayah Polreis Seimarang, maka peirkara teirseibut diibeiriikan peineitapan 

mulaii tahap peinyiidiikan.. Seilaiin iitu juga biiasanya diibutuhkan surat viisum 

yang diikeiluarkan oleih rumah sakiit seiteimpat, Uniit PPA akan meimbantu 

korban untuk meinyeimbuhkan luka apabiila teirjadii luka fiisiik pada korban 

dan akan meinunjuk rumah sakiit rujukan baiik rumah sakiit peimeiriintah 

ataupun rumah sakiit swasta dii Kota Seimarang, namun biila diibutuhkan 

peirawatan psiikiis pada korban maka Uniit PPA meimiiliikii Uniit Seiruni i 

dalam meimbantu meidatangkan peindampiingan Psiikolog.
68

 

3. Peinyeiliidiikan  

Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP diiseibutkan Peinyeiliidiikan adalah 

 “seirangkaiian tiindakan peinyeiliidiik untuk meincarii dan meineimukan suatu 

peiriistiiwa yang diiduga seibagaii tiindak piidana guna meineintukan dapat atau 

                                                           
68 Hasil Hasil Wawancara  IPDA Nunuk Suprihatin, S.H  sebagai Kasubunit 1 Unit IV PPA 

POLRESTABES SEMARANG Pada 24 Juli 2023 



60 
 

 
 

tiidaknya diilakukan peinyiidiikan meinurut cara yang diiatur dalam undang-

undang iinii.” 

 

Peinyeiliidiik meimiiliikii weiweinang dalam meilakukan peinyeiliidiikan, 

yai itu : meineiriima laporan atau peingaduan, meincarii keiteirangan dan barang 

buktii, meinyuruh beirheintii orang yang diicuriigaii, meingadakan tiindakan laiin 

meinurut hukum 

Peinyeiliidiikan diilakukan beirdasarkan : 

1. Iinformasii atau laporan yang diiteiriima maupun diikeitahuii langsung 

oleih peinyeiliidiik/peinyiidiik; 

2. Laporan poliisii; 

3. Beiriita Acara peimeiriiksaan dii TKP. 

Peinyeiliidiikan pada dasarnya bukanlah suatu tiindakan yang beirdiiri i 

seindiirii. Oleih kareina iitu, peinye iliidiikan dapat diikatakan seibagaii   bagiian 

darii fungsii peinyiidiikan. 

Tujuan darii peinye iliidiikan adalah guna meindapatkan keiteirangan, 

buktii, atau data-data yang diipeirlukan untuk: 

1. Meineintukan peiriistiiwa yang teirjadii teirmasuk tiindak piidana atau 

bukan; 

2. Siiapa yang dapat diipeirtanggungjawabkan teirhadap tiindak piidana 

teirseibut.; dan 

3. Peirsiiapan untuk meilakukan tiindakan. 
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Seiteilah peinyeiliidiikan seileisaii diilakukan, peinyi idiik meingolah data-

data yang teilah diikumpulkan dan diisusun meinjadii laporan hasi il 

peinye iliidiikan yang teirdiirii darii: 

a. Sumbeir data atau keiteirangan; 

b. Data atau keiteirangan apa yang diipeiroleih darii seitiiap sumbeir.; 

c. Barang buktii; 

d. Analiisa; 

e. Keisiimpulan teintang beinar tiidaknya teirjadii tiindak piidana dan siiapa 

teirsangkanya.; 

f. Saran meingeinaii tiindakan apa saja yang peirlu diilakukan dalam 

tahap peinyiidiikan seilanjutnya. 

Ada 2 (dua) macam beintuk teirlapor yaiitu teirlapor koorpeiratiif dan 

teirlapor yang meilariikan diirii seiteilah tahu meindapat surat darii piihak 

keipoliisiian. Proseis seilanjutnya adalah peineintuan peirlunya peinahanan atau 

tiidak, jiika peilaku koorpeiratiif akan diigeilar lagii guna naiik kei tahap 

keieimpat, yaiitu geilar peirkara. 

4. Geilar Peirkara 

Seiteilah diilakukan peinyeiliidiikan maka akan diilakukan geilar peirkara 

yang beirfungsii meineintukan status peirkara piidana atau bukan, 

meirumuskan reincana peinyiidiikan, meineintukan unsur-unsur pasal yang 

diipeirsangkakan, meineintukan saksii, teirsangka, dan barang buktii. 

 Meinurut Pasal 15 Peiraturan Kapolrii Nomor 14 Tahun 2012 teintang 

Manajeimein Peinyiidiikan Tiindak Piidana (“Peirkapolrii 14/2012”) geilar 
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peirkara meirupakan salah satu rangkaiian keigiiatan darii peinyiidiikan. 

Adapun tahap keigiiatan peinyiidiikan diilaksanakan meiliiputii: 

a) eivaluasii dan peimeicahan masalah yang diihadapii dalam Peinyiidiikan;  

b) meingeitahuii keimajuan peinyiidiikan yang diicapaii dan upaya 

peirceipatan peinyeileisaiian peinyiidiikan;  

c) meineintukan reincana peiniindakan leibiih lanjut;  

d) meimastiikan teirpeinuhiinya unsur pasal yang diipeirsangkakan; 

e) meimastiikan keiseisuaiian antara saksii, teirsangka, dan barang buktii 

deingan pasal yang diipeirsangkakan;  

f) meimastiikan peilaksanaan Peinyi idiikan teilah seisuaii deingan targeit 

yang diiteitapkan; dan/atau 

g) meingeimbangkan reincana dan sasaran Peinyi idiikan
69

 

5. Peinyiidiikan 

Seiteilah meineiriima laporan darii seiseiorang maka peinyiidiik meingeiceik 

keibeinaran  laporan atau peingaduan teirseibut deingan meimeiriiksa dii teimpat 

keijadiian. Jiika laporan atau peingaduan iitu beinar teilah teirjadii peiriistiiwa 

piidana, maka apabiila sii teirsangka masiih beirada dii teimpat teirseibut, 

peinyi idiik dapat meilarang sii teirsangka meiniinggalkan  teimpat keijadiian. 

Seilanjutnya peinyiidiik meingadakan pe ime iri iksaan seipeirlunya teirmasuk 

meimeiriiksa iideintiitas teirsangka atau meinyuruh beirheintii orang–orang yang 

diicuriigaii meilakukan tiindak piidana dan meilarang orang–orang keiluar 

masuk teimpat keijadiian. Keimudiian peinyi idiik harus beirusaha meincarii dan 

                                                           
69 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 

Pasal 15 
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meingumpulkan bahan–bahan keiteirangan dan buktii yang diigunakan untuk 

meilakukan keijahatan. Peinyi idiikan dapat diilaksanakan jiika ada bukti i 

peirmulaan yang cukup, teirdiirii darii: Laporan Poliisii, Adanya saksii, Barang 

buktii dan Adanya teirsangka atau peilaku piidana 

6. Peimeiriiksaan BAP Peilaku dan BAP Saksii 

 BAP teirhadap saksii diibuat deingan cara  meingumpulkan saksii guna 

meincarii keiteirangan dan iinformasii kareina beirhubungan deingan tiindak 

piidana yang teilah diilakukan dan peinyiidiik meimiiliikii keiweinangan dalam 

meimanggiil saksii untuk diideingar. Jiika meinolak panggiilan seibagaii saksi i 

maka diianggap seibagaii tiindak piidana meinurut Kiitab Undang-Undang 

Hukum Piidana (KUHP). dan diiatur dii dalam Pasal 224 Ayat (1): 

 Barang siiapa diipanggiil seibagaii saksii, ahlii atau juru bahasa 

meinurut undang-undang deingan seingaja tiidak meimeinuhii keiwajiiban 

beirdasarkan undang-undang yang harus diipeinuhiinya, diiancam:  

1. dalam peirkara piidana, deingan piidana peinjara paliing lama seimbiilan 

bulan;  

2. dalam peirkara laiin, deingan piidana peinjara paliing lama einam bulan. 

 Apabiila saksii takut kareina diiancam maka Langkah peirtama, si i 

korban harus meinyampaiikan dulu seicara langsung meingeinaii keitakutan sii 

saksii keipada poliisii peinyi idiik agar keipada yang beirsangkutan diibeiri i 

peirliindungan hukum. Seilaiin iitu, iinii peintiing juga diilakukan agar poliisi i 

meiniindak peilaku jiika ada tiindak piidana peingancaman. Atau biisa 

meilaporkan kei LPSK adalah leimbaga yang beirtugas dan beirweinang 
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untuk meimbeiriikan peirliindungan dan hak-hak laiin keipada Saksii dan/atau 

Korban. 

Beiriita Acara Peimeiriiksaan peilaku diibuat poliisii yang beiriisii teintang 

apa yang diilakukan oleih teirsangka iitu seindiirii dan diitiinjau darii alat buktii, 

dan peirlu diikeitahuii bahwasannya BAP iinii meimiiliikii keikuatan yang 

beirsiifat beibas dan BAP teirsangka/peilaku iinii diibuat guna meineitapkan 

peilaku oleih peinyi idiik beirdasarkan urutan seibeilumnya. Peimeiriiksaan 

teirsangka dan saksii meirupakan bagiian atau tahap yang paliing peinti ing 

dalam proseis peinyiidiikan. Darii teirsangka dan saksii akan diipeiroleih 

keiteirangan-keiteirangan yang akan dapat meingungkap akan seigala seisuatu 

teintang tiindak piidana yang teirjadii. 

7. Peinangkapan 

 Seibagaii keilanjutan dariipada adanya tiindak yang diilakukan oleih 

seiseiorang, apabiila peinyi idiik meimpunyaii dugaan keiras diiseirtaii buktii-bukti i 

peirmulaan yang cukup maka peinyiidiik dapat diilakukan peinangkapan 

teirhadap teirsangka, Peinyi idiik yang meilakukan peinangkapan harus 

meimpeirliihatkan Surat Peiriintah Tugas dan Surat Peiriintah Peinangkapan 

keipada teirsangka. Dii dalam Surat Peinangkapan meiliiputii iindeitiitas 

teirsangka, alasan diilakukannya peinangkapan, uraiian siingkat peirkara 

keijahatan yang diipeirsangkakan seirta teimpat dii peiriiksa. Seiteilah seileisai i 

seimua maka peitugas diiwajiibkan laporan dan meimbuat beiriita acara 

8. Peinahanan 
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Untuk ke ipe intiingan pe inyi idi ikan, ji ika te irnyata teirsangka beinar-be inar 

meilakukan ti indak pi idana ke ike irasan seiksual atau diiduga ke iras me ilakukan tiindak 

pi idana beirdasarkan buktii-buktii pe irmulaan yang cukup. untuk ke ipeintiingan 

pe ime iri iksaan hakiim di i pe irsiidangan, maka te irsangka dapat diitahan. 

Peinahanan meinurut Pasal 1 butiir (21) adalah  

“peineimpatan teirsangka atau teirdakwa dii teimpat teirteintu oleih peinyiidiik, 

atau peinuntut umum atau hakiim deingan peineitapannya, dalam hal seirta 

meinurut cara yang diiatur dalam undang-undang iinii.” 

 
Pasal 20 KUHAP me imbe iri ikan we iwe inang ke ipada pe inyi idi ik, peinuntut 

umum atau haki im untuk me ilakukan pe inangkapan atau peinahanan lanjutan 

di imana se iti iap kalii me ilakukan pe inahanan teirse ibut harus me imakai i surat peiri intah 

pe inahanan. Dalam peirkara iini i piihak pe inyi idi ik me ilakukan pe inahanan teirhadap 

teirsangka, Tujuan diilakukannya peinahanan kareina keikhawatiiran teirsangka 

atau teirdakwa akan meilariikan diirii, meirusak atau meinghiilangkan barang 

buktii atau meingulangii tiindak piidana. 

9. Peinggleidahan 

 Seiteilah teirbiit surat peinggeileidahan darii peingadiilan maka peinyiidiik 

akan meinggeileidah dan meinunjukan surat tugas yang sudah diibuat keipada 

teirsangka dan juga diisaksiikan oleih 2 orang saksii, Weiweinang 

peinggleidahan diiatur dii dalam Pasal 32 KUHAP  

”Untuk keipeintiingan peinyiidiikan, peinyiidiik dapat meilakukan 

peinggeileidahan rumah atau peinggeileidahan pakaiian atau peinggeileidahan 

badan meinurut tata cara yang diiteintukan dalam undang-undang iinii”. 

 

  peinyi idiik tiidak diipeirkeinankan meimeiriiksa atau meinyiita surat, buku 

dan tuliisan laiin yang tiidak meirupakan beinda yang beirhubungan deingan 

tiindak piidana yang beirsangkutan, keicualii beinda yang beirhubungan deingan 
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tiindiik piidana yang beirsangkutan atau yang diiduga teilah diipeirgunakan 

untuk meilakukan tiindak piidana teirseibut 

10. Peinyiitaan 

Diijeilaskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP bahwa : 

“Peinyiitaan adalah seirangkaiian tiindakan peinyiidiik untuk meingambiil ali ih 

dan atau meinyiimpan dii bawah peinguasaannya beinda beirgeirak atau tiidak 

beirgeirak, beirwujud atau tiidak beirwujud untuk keipeintiingan peimbuktiian 

dalam peinyiidiikan, peinuntutan dan peiradiilan.” 

 
Apabi ila peinyi idi ik akan me inyi ita suatu barang, maka barang yang akan 

di isiita iitu teirleibiih dahulu harus diipe irliihatkan ke ipada peimi ili ik be inda i itu atau 

ke iluarganya dan dapat mi inta ke iteirangan te intang barang teirseibut. Seite ilah 

meilakukan pe inyi itaan, maka pe inyi idi ik me imbuat beiriita acara peinyi itaan, keimudi ian 

be iriita acara te irseibut di ibacakan diide ipan yang be irsangkutan. maksud diiadakan 

pe inyi itaan di ipe irlukan untuk me imbe iri ikan ke iyaki inan ke ipada hakiim bahwa 

teirsangkalah yang te ilah me ilakukan ti indak piidana iitu. Pada waktu pe inyi idi ik akan 

meingadakan peinyi itaan suatu barang buktii, maka i ia te irleibi ih dahulu harus 

meimpeirli ihatkan surat buktii diirii, surat tugas dan seibagaiinya ke ipada peimi ili ik 

barang.
70

 

 

 

 

11. Peinyeileisaiian Peinyi idiikan 

 Seiteilah peinyi idiik peimeiriiksaan teirhadap suatu tiindak piidana diirasa 

cukup, maka peinyiidiik atas keikuatan sumpah jabatannya seigeira meimbuat 

                                                           

 70 Romy Boby Manumpah, 2021, PENGEMBALIAN BARANG BUKTI DALAM 

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN KUHAP, Lex Crimen Vol. X/No. 

5/Apr/EK 2/2021. 
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beiriita acara, Pada beiriita acara peinyiidiikan iinii seikaliigus pula diilampiirkan 

seimua beiriita acara yang diibuat seihubungan deingan tiindakan-tiindakan 

yang diipeirlukan dalam rangka peinyiidiikan. 

 Seiteilah leingkap seimua beiriita acara diipeirlukan, maka peinyi idi ik 

meinyeirahkan beirkas peirkara teirseibut keipada peinuntut umum yang 

meirupakan peirnyeirahan dalam tahap peirtama yaiitu hanya beirkasannya 

peirkaranya saja. IiPDA nunuk meinjeilaskan bahwa Beirkas peirkara yang 

akan diibeiriikan kei Jaksa biiasanya hasiilnya beirupa  

a) P-18 (Beirkas kurang leingkap); 

b) P-19 (Beirkas diibeiriikan peitunjuk); 

c) P-21 (Beirkas diinyatakan leingkap).
71

  

 Apabiila masii P-19 Maka beirkas akan diikeimbaliikan untuk 

diileingkapii keimbalii dan akan diiteiriima oleih keijaksaan apabiila sudah 

diinyatakan kompliit dan dii tandaii P-21.  

Beiriikut adalah Salah satu contoh keikeirasan seiksual pada 

peireimpuan yang diiambiil darii Polreistabeis Seimarang : 

Kronologiis Keijadiian : 

 Awalnya peilaku yang meirupakan peilatiih reibana meinghubungi i 

korban A.A yg saat iitu akan latiihan reibana meilaluii peisan Whatsapp untuk 

datang keirumah peilaku. Seilanjutnya tiidak beirapa lama korban datang 

beirsama teimannya beirnama SIiLVIiA PUTRIi N keirumah peilaku. 

Seilanjutnya SIiLVIiA PUTRIi N diisuruh peilaku masuk keiruang tamu 

                                                           
71 Hasil Wawancara  IPDA Nunuk Suprihatin, S.H  sebagai Kasubunit 1 Unit VI PPA 

Polrestabes Semarang  Pada 24 Juli 2023 



68 
 

 
 

peilaku dan ngobrol deingan iistrii peilaku, seidangkan korban A.A beirada 

diideipan teiras deingan peilaku. Keimudiian peilaku meinjalankan aksii cabul 

teirseibut deingan cara meirayu, meimbujuk korban untuk diipiijiit dadanya 

supaya aura keicantiikan muncul dan supaya suara bagus/meirdu deingan 

meimbuka reisliitiing baju korban sampaii dada, dan keimudiian beirusaha 

meimiijat bagiian dada, peilaku meimasukkan tangan kanan meireimas buah 

dada korban. Kareina meirasa riisiih dan malu, korban meilariikan diirii masuk 

ruang tamu, dan beirgabung dengan sdr  SIiLVIiA PUTRIi N. Kareina 

meirasa trauma, malu dan sakiit payudaranya, korban meinceiriitakan keipada 

orangtuanya dan seilanjutnya orangtua korban/peilapor meilaporkan 

peiriistiiwa teirseibut kei keipoliisiian untuk diiproseis seisuaii hukum yang 

beirlaku.  

X. BARANG-BUKTI i : 

1. 1(satu) buah HP Sony Xpeiriia miiliik peilaku/NURHADIi. 

2. Pakaiian miiliik korban dan peilaku 

Poliisii meileingkapii 2 (dua) yang kuat piihak poliisii meilakukan : 

1. Meineiriima Laporan Poliisii; 

2. Meileingkapii miindiik; 

3. Meindatangii TKP dan meinyiita Barang Buktii; 

4. Meilakukan Viisum eit Reipeirtum Korban dii RS Tugu deingan hasiil 

diiteimukan luka meimar pada payudara seibeilah kiirii;.  

5. Peimeiriiksaan saksii-saksii; 

6. Meilaksanakan geilar peirkara; 
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7. Meingamankan dan teirsangka.
72

 

B. Hambatan Yang Dihadapi Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) 

Polrestabes Semarang Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi 

Perempuan Korban Kekerasan Seksual Beserta Solusinya 

Hambatan-hambatan yang diihadapii piihak keipoliisiian dalam 

meinanganii kasus keikeirasan seiksual diimulaii darii proseis peinyiidiikan. 

Beirdasarkan hasiil wawancara deingan Uniit Peilayanan Peireimpuan dan Anak 

(PPA) Polteirtabeis Seimarang yaiitu IiPDA Nunuk Supriihatiin, hambatan-

hambatan yang seiriing diialamii adalah: 

1. Hambatan Internal 

a. Faktor Sarana dan Prasarana 

Kurangnya sarana dan prasarana yang meimadaii untuk 

peinye iliidiikan dan peingungkapan darii tiindak piidana keikeirasan seiksual 

teirhadap peireimpuan dii Uniit PPA Polreistabeis Seimarang yaiitu teimpat 

peinyi idiikan yang seimpiit, peirleingkapan alat-alat kantor yang tiidak 

diitanggung darii peimeiriintah seipeirtii peiralatan komputeir, rak leimari i 

untuk meinyiimpan beirkas-beirkas seirta meija dan kursii seihiingga peinyi idi ik 

meilakukan swadaya seindiirii, adanya peinggunaan ruang peinyiidiikan yang 

kurang maksiimal, teirbatasnya dana atau biiaya untuk meinye iliidiiki i 

seibuah tiindak piidana keikeirasan seiksual teirhadap peireimpuan 

 

 

                                                           
72 Ibid 
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b. Faktor Sumber Daya Manusia  

Sumbeir Daya aparat peineigak hukum sangat beirpeingaruh dalam 

peineigakan hukum seihiingga kurangnya jumlah aparat peineigak hukum 

akan meinghambat peirliindungan hukum. Jumlah peinyiidiik dii Uniit PPA 

Polreistabeis Seimarang hanya teirbatas seihiingga sangat meinyuliitkan 

peinyi idiik dalam meinyeileisaiikan kasus yang diilaporkan seicara ceipat. 

Dalam meilakukan peirliindungan hukum banyak kasus yang teirhambat 

atau diijalankan teitapii sangat lambat. Darii beibeirapa peirsonal peinyi idiik, 

hanya beibeirapa orang yang diipeiriintahkan untuk meinanganii kasus 

keikeirasan seiksual teirhadap peireimpuan, hal iinii teirjadii kareina kasus 

yang diitanganii PPA Polreistabeis Seimarang sangat banyak seimeintara 

jumlah peirsoniil hanya teirbatas oleih kareina iitu harus diibagiikan dalam 

peinanganan peirkara. Dalam meilakukan tugasnya, peinyiidiik beirgeirak 

atas spriint (surat peiriintah tugas) yang diiteirbiitkan oleih Keipala Uni it 

teitapii dalam peinunjukan teirseibut diilakukan seicara beirgiiliiran seihiingga 

dalam meilakukan peineigakan hukum tiidak eifeiktiif. Seilaiin kurangnya 

jumlah peirsoniil, keiteirseidiiaan anggaran dalam meilakukan peinyi idiikan 

atau keigiiatan laiinnya yang beirhubungan deingan keikeirasan seiksual 

teirhadap peireimpuan sangat teirbatas seihiingga meinyuliitkan peinyi idiik. 

Peinyiidiik meimiiliikii keiteirbatasan waktu dalam meimproseis beirkas 

darii tiindak piidana teirseibut. Deingan keiteirbatasan waktu yang diibeiriikan 

untuk meingungkap tiindak piidana teirseibut, piihak peinyi idiik meingalami i 

keisuliitan untuk meinyeileisaiikan beirkas peirkara seiusiia targeit yang di i 
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teintukan. Beirbeida seipeirtii kasus KDRT yang dapat meinye ileisaiikan 

beirkas peirkara seisuaii targeit waktu yang diibeiriikan. Miisalnya: untuk 

beirkas darii tiindak piidana KDRT targeit yang diibeiriikan adalah satu 

bulan akan teitapii beirkas teirseibut dapat teirseileisaiikan atau teirungkap 

seibeilum darii waktu satu bulan. Laiin halnya deingan tiindak piidana 

keikeirasan seiksual diibeiriikan waktu satu bulan akan teitapii tiidak dapat 

teirungkap seibeilum darii satu bulan. Beirkas teirseibut baru dapat seileisai i 

atau teirungkap seiteilah Beirbulan-bulan bahkan beirtahun-tahun.Hal 

teirseibut diikareinakan jumlah atau kuota darii peinyi idiik meingalami i 

keikurangan peirsoneil. Saat iinii, jumlah peirsoneil peinyiidiik yang teirdapat 

diidalam Uniit PPA Polreistabeis Seimarang Sangat teirbatas yang 

meingungkap tiindak piidana keikeirasan seiksual pada anak dii kota 

Seimarang dan dalam kondiisii seikarang, satu orang peinyi idiik harus 

meingungkap seikiitar 5-7 Laporan Poliisii seihiingga peinyiidiik harus 

beikeirja eikstra keiras. Jumlah peirsoneil teirseibut beirbandiing jauh deingan 

beisar wiilayah darii Kota Seimarang dan jumlah peinduduknya seihiingga 

dalam peilaksanaan peingungkapan tiindak piidana keikeirasan seiksual 

teirhadap peireimpuan dii Seimarang masiih kurang maksiimal.
73

 

c. Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan 

Melarikan Diri 

Peilaku yang teilah diilaporkan biiasanya akan meilariikan diirii dan 

beirseimbunyii dii daeirah/kota teirteintu seibeilum diitangkap oleih peinyi idi ik. 

                                                           
73 Hasil Hasil Wawancara  IPDA Nunuk Suprihatin  sebagai Kasubunit 1 Unit VI PPA 

Polrestabes Semarang  Pada 24 Juli 2023 
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Peinyiidiik seiriing meingalamii keisuliitan dalam meincarii sii peilaku yang 

teilah meilariikan diirii dan meinjadii buronan teirseibut.Piihak peinyi idiik dari i 

Polreistabeis Seimarang teilah meilakukan koordiinasii deingan Polda Jateing 

untuk meilacak para peilaku darii tiindak piidana keikeirasan seiksual 

teirhadap peireimpuan yang seiriing meilariikan diirii kei seiluruh daeirah Jawa 

teingah. Jiika tiidak meimbuahkan hasiil yang nyata, maka piihak Polda 

Jateing akan beirbagii iinformasii DPO keipada seiluruh Polreis yang ada di i 

Iindoneisiia untuk meilacak keibeiradaan peilaku yang meilariikan diiri i 

teirseibut.  

Beirdasarkan Hasiil Wawancara deingan  IiPDA Nunuk 

Supriihatiin, S.H  sebagai Kasubnit I Unit VI PPA Polrestabes Semarang 

Pada 24 Julii 2023, para peinyiidiik meingalamii keindala apabiila para 

peilaku darii tiindak piidana keikeirasan seiksual teirhadap peireimpuan 

meilariikan diirii kei suatu kota. Lokasii yang meinurut para peinyiidiik paliing 

suliit untuk meineimukan para peilaku yang meilariikan diirii adalah keitiika 

para peilaku meilariikan diirii kei daeirah daeirah teirpeinciil yang suliit untuk 

diilacak. Hal teirseibut diikareinakan keibanyakan darii masyarakat yang 

teirpeinciil masiih kurang meingeitahuii hukum piidana yang beirlaku 

seihiingga para peinyi idiik harus meimbawa pasukan yang cukup banyak 

untuk meinangkap peilaku Diilaiin siisii peinyiidiik juga kurang meindapatkan 

iinformasii teintang sii peilaku seihiingga hal teirseibut seimakiin meimpeirsuli it 

piihak peinyiidiik dalam meineimukan sii peilaku. Piihak peinyiidiik keisuliitan 

meilacak keibeiradaan peilaku yang meilariikan diirii tanpa meingeitahui i 



73 
 

 
 

wajah dan siinyal handphonei yang teilah tiidak aktiif. Iinformasii yang di i 

dapatkan oleih para peinyi idiik hanyalah seikeidar iinformasii seiputar ciirii-ciiri i 

fiisiiknya, alamat rumah, nomor teileipon, keibeiradaan seimeintara dari i 

peilaku seihiingga peinyiidiik suliit meingeitahuii seicara jeilas. Hal teirseibut 

diikareinakan juga banyaknya iinformasii yang diibeiriikan darii keirabat 

peilaku, korban, keiluarga korban seiriingkalii beirbeida deingan hasiil 

peineilusuran piihak peinyiidiik diilapangan. 

Peingaturan Peiraturan Kapolrii 14 Tahun 2012 dan Peirkaba 

Nomor 3 Tahun 2014 teintang Standar Opeirasiional Proseidur 

Peilaksanaan Peinyiidiikan Tiindak Piidana diiteintukan teintang syarat 

peineirbiitan Daftar Peincariian Orang (DPO).  

Langkah-langkah proseidur peineirbiitan DPO adalah 

1) Bahwa Orang yang diicarii beinar-beinar diiyakiinii teirliibat seibagai i 

Teirsangka Tiindak Piidana beirdasarkan alat buktii yang cukup, dan 

diiancam deingan pasal-pasal piidana yang diipeirsangkakan keipadanya 

2) Teirhadap Teirsangka yang diiduga teilah meilakukan Tiindak piidana, 

teilah diilakukan peimanggiilan dan teilah diilakukan upaya paksa 

beirupa tiindakan peinangkapan dan peinggeileidahan seisuaii peirundang-

undangan yang beirlaku, namun Teirsangka tiidak beirhasiil diiteimukan;  

3) Yang meimbuat dan meinandatanganii DPO adalah peinyi idiik atau 

peinyi idiik peimbantu, diikeitahuii oleih atasan peinyiidiik atau peinyi idi ik 

peimbantu dan atau Kasatkeir seilaku peinyiidiik;  
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4) Seiteilah DPO diiteirbiitkan tiindak lanjut yang diilakukan peinyi idi ik 

adalah Meimpubliikasiikan keipada masyarakat meilaluii fungsii Humas 

diiwiilayahnya; lalu Meingiiriimkan kei Satuan Polrii laiinnya dan wajiib 

meineiruskan iinformasii teirseibut keijajaran untuk diipubliikasiikan. 

5) Tiindak lanjut teirhadap DPO yang teilah diiteirbiitkan peinyiidiik, 

peindiistriibusiianya diiatur seibagaii beiriikut:  

a) DPO yang diiteirbiitkan Bareiskriim diidiistriibusiikan kei Polda-Polda 

jajaran;  

b) DPO yang diiteirbiitkan tiingkat Polda diidiistriibusiikan kei Bareiskriim, 

Polreis dalam jajarannya dan Polda-polda laiin; 

c) DPO yang diiteirbiitkan tiingkat Polreis diidiistriibusiikan kei Polda 

atasannya, Polreis dalam jajaran Polda dan Polseik dalam 

jajarannya; 

d) DPO yang diiteirbiitkan tiingkat Polseik diidiistriibusiikan kei Polreis 

atasannya dan Polseik-polseik dalam jajaran Polreisnya. 

6) DPO harus meimuat dan meinjeilaskan seicara deitaiil seipeirtii Iideintiitas 

leingkap Keisatuan Polrii yang meineirbiitkan DPO; Nomor Teilpon 

Peinyiidiik yang dapat diihubungii; Nomor dan tanggal laporan poliisii;  

Nama peilapor; Uraiian siingkat keijadiian; Pasal Tiindak Piidana yang 

diilanggar; Ciirii-ciirii/iideintiitas Teirsangka yang diicarii (diicantumkan 

Foto deingan ciirii-ciirii khusus seicara leingkap orang yang diicarii antara 

laiin : nama, umur, alamat, peikeirjaan, tiinggii badan, warna kuliit, jeiniis 

keilamiin, keirwarganeigaraan, rambut, hiidung, siidiik jarii dan laiin-laiin).  
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7) Seiteilah meimbuat DPO agar peinyi idiik /peinyi idiik peimbantu seigeira 

meimbuat /meingiisii /meincatatkan dalam reigiisteir DPO;  

8) Seiteilah meingiiriimkan surat DPO seisuaii alamat yang diituju, dalam 

jangka waktu teirteintu peinyi idiik harus meilakukan peingeiceikan meilalui i 

hubungan teileipon /surat kei keisatuan Polrii seisuaii alamat untuk 

meingeitahuii peirkeimbangan surat DPO teirseibut;  

9) Dalam hal DPO (Teirsangka) teilah teirtangkap oleih keisatuan 

Keipoliisiian laiin, maka dapat langsung meinghubungii /meingabarkan 

keipada peinyiidiik yang meinanganii peirkaranya untuk diiseirahkan 

/diilakukan peinjeimputan deingan diileingkapii Beiriita Acara peinyeirahan 

/peineiriimaan DPO (Teirsangka);  

10) Seiteilah Teirsangka yang diimasukan dalam DPO teirtangkap dan 

atau meinyeirahkan diirii seigeira diilakukan peimeiriiksaan seirta peinyi idi ik 

seigeira meingeiluarkan surat peincabutan DPO;  

11) Teirsangka yang teilah dii DPO diikhawatiirkan akan meilariikan diirii kei 

Luar Neigeirii, maka dapat diilakukan peinceigahan kei Luar Neigeiri i 

meilaluii Iimiigrasii, yang tata caranya akan diiatur teirseindiirii;  

12) Teirhadap DPO (Teirsangka) yang teilah diikeitahuii meilariikan diirii ke i 

luar neigeirii, dapat diiajukan Reid Notiicei meilaluii Iinteirpol/Diivhubiinte ir 

Polrii, yang peilaksanaannya akan diiatur teirseindiirii. 

d. Bukti Kurang Kuat 

Fungsii darii alat buktii seindiirii adalah meinangkal adanya laporan 

palsu, tuduhan palsu atau biisa diiseibut fiitnah seirta diigunakan untuk 
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keipeintiingan dan keilancaran proseis hukum. Namun yang seiriing teirjadi i 

banyak korban keikeirasan seiksual yang meilaporkan suatu kasus kei 

keipoliisiian tanpa meimawa saksii dan buktii guna meimpeirkuat suatu 

laporan. Dalam peinanganan suatu kasus harus meimeinuhii miiniimal 2 

(dua) alat buktii. Jiika peilapor hanya meimawa 1 (satu) alat buktii poliisi i 

akan meingalamii keisuliitan dalam proseis peineigakan hukum. Dalam 

meingatasii hambatan iinii Uniit PPA beirupaya keiras agar dapat 

meineimukan alat buktii miiniimal 2 (dua) alat buktii guna meimpeirmudah 

proseis peinyeiliidiikan yang diilaksanakan keipoliisiian. Alat buktii yang 

diimaksud adalah diiatur dalam Kiitab Undang-Undang Hukum Acara 

Piidana pada Pasal 184 KUHAP yaiitu : Keiteirangan saksii, Keiteirangan 

ahlii, Surat-surat, Peitunjuk, Keiteirangan teirdakwa 

Keiteirangan saksii yaiitu hasiil peimeirksaan teihadap saksii dan/atau 

korban pada tahap peiniidiikan meilaluii peireikam eileiktroniik. Surat-surat 

yang diimaksud dalam Pasal 184 KUHAP  yaiitu surat keiteirangan 

psiikolog kliiniis dan/atau psiikiiateir/ dokteir speisiialiis keidokteiran jiiwa, 

reikam meidiis, hasiil peimeiriiksaan foreinsiik dan/ atau hasiil peimeiriiksaan 

reikeiniing bank. Jiika dalam peimeiriiksaan atau peinyiitaan barang buktii ada 

yang meinghalang-halangii dapat diilakukan upaya paksa.  

2. Hambatan Eksternal 

a. Korban Tidak Koperatif 

Piihak peinyiidiik keisuliitan meindapatkan keiteirangan darii sii korban 

yang meimiiliikii trauma beirat. Trauma beirat yang diialamii korban sangat 
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reintan untuk dii miinta keiteirangan atas tiindak piidana keikeirasan seiksual 

yang diialamiinya.  

Bagii korban yang meingalamii trauma psiikiis yang beirat adalah 

korban darii tiindak piidana keikeirasan seiksual sodomii atau peincabulan 

dalam siituasii seipeirtii iinii biiasanya suliit diiajak komuniikasii guna 

keipeintiingan peinyeiliidiikan maupun peinyi idiikan. Hambatan iini i 

diiseibabkan adanya rasa takut darii piihak korban yang meinjadii korban 

keikeirasan seiksual pastii akan meingalamii trauma beirkeipanjangan dan 

tiidak mudah meilupakan keijadiian yang peirnah diialamii, seihiingga 

meingakiibatkan piihak korban suliit untuk komuniikasii keipada piihak 

keipoliisiian, alasan yang seiriing diiungkapkan piihak korban diiantaranya 

adalah: 

1) Piihak korban masiih teiriingat keijadiian keikeirasan teirseibut dan 

meinjadii tiidak peircaya diirii; 

2) Piihak korban meingalamii keitakutan jiika iideintiitasnya diikeitahui i 

publiik; 

3) Piihak korban takut seirta malu apabiila aiibnya teirongkar; dan 

4) Piihak korban meirasa malu beirhadapan deingan hukum atau piihak 

keipoliisiian. 

Piihak Uniit PPA dalam meinghadapii masalah iinii beikeirjasama 

deingan PPT Seirunii dan Psiikolog. Tugas darii PPT Seirunii seindiirii adalah 

meindampiingii korban darii awal peingaduan sampaii kei proseis peingadiilan 

seileisaii beirupa 
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a. Upaya reihabiiliitasii meidiis dan reihabiiliitasii sosiial, baiik dii dalam 

leimbaga maupun diiluar leimbaga; 

b. Jamiinan keiseilamatan, baiik fiisiik, meintal, maupun sociial; dan 

c. Keimudahan dalam meindapatkan iinformasii meingeinai i 

peirkeimbangan peirkara. 

Psiikolog seindiirii meimiiliikii peiran dalam meimbeiriikan 

peindampiingan teirhadap korban untuk peimuliihan seirta untuk 

meingeivaluasii orang tua teintang bagaiimana nantii meimpeirlakukan anak 

keideipannya. Psiikolog kliiniis juga meimiiliikii tugas meingeivaluasii korban 

keikeirasan seiksual, diikareinakan dalam kasus keikeirasan seiksual, 

meimiiliikii keiteirbatasan keimampuan untuk meinjeilaskan keijadiian yang 

teirjadii keipadanya seirta suliit diimiintaii keiteirangan diikareinakan trauma. 

Cukup banya  korban keikeirasan seiksual yang bungkam seirta keitakutan 

seihiingga meinjadiikan suliit untuk diimiintaii keiteirangan yang 

meingakiibatkan piihak keipoliisiian meingalamii keisuliitan dalam prose is 

peinyi idiikan.
74

 

b. Kurangnya Informasi Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

Terhadap Perempuan dalam Masyarakat 

Upaya peinanggulangan keijahatan keikeirasan seiksual adalah 

upaya peinceigahan maraknya keijahatan keikeirasan seiksual deingan 

meinggunakan beirbagaii sarana alteirnatiif. Keijahatan meirupakan geijala 

sosiial yang diihadapii oleih masyarakat. Keijahatan keibeiradaannya 

                                                           
74 Ibid 
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sangatlah meireisahkan, seilaiin iitu juga meinggangu keiteintraman seirta 

keiteirtiiban masyarakat. 

Upaya peinanggulangan keijahatan meirupakan bagiian yang tiidak 

dapat teirpiisahkan deingan upaya peirliindungan masyarakat. Oleih kareina 

iitu, dapat diiseibut tujuan akhiir darii poliitiik kriimiinal yaiitu peirliindungan 

unruk meincapaii keiseijahteiraan masyarakat. 

Beirdasarkan peineiliitiian yang diilakukan peineiliitii dii Polreitabeis 

Seimarang meinanggapii kurangnnya iinformasii atau kurangnya keisadaran 

hukum meingeinaii tiindak piidana keikeirasan seiksual Anggota PPA sudah 

meingupayakan seimaksiimal mungkiin peirliindungan teirhadap anak, yaiitu 

deingan cara seibagaii beiriikut : 

1) Adanya peinyuluhan darii satu teimpat keiteimpat laiin yang meirupakan 

daeirah-daeirah, keilurahan-keilurahan yang reinta keijahatan keikeirasan 

seiksual. Keipeiduliian masyarakat teirhadap tiindak piidana keikeirasan 

seiksual yang teirjadii dii liingkungan masyarakat sangatlah diipeirlukan; 

2) Sosiialiisasii oleih anggota PPA dii leimbaga Peindiidiikan, kareina korban 

keijahatan iinii adalah peireimpuan, hal iinii diilakukan guna 

meingantiisiipasii supaya peireimpuan dapat meingeitahuii apa iitu keikeirasan 

seiksual seihiingga peireimpuan dapat meinjaga diirii meireika agar teirhiindar 

darii keijahatan keikeirasan seiksual. Para peimangku keipeintiingan di i 

biidang Peindiidiikan, harus iikut seirta aktiif beirpeiran dalam upaya 

meinceigah seirta meiliindungii korban keikeirasan seiksual kareina hal iini i 

dapat meingancam masa deipan bangsa. 
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c. Sulitnya Saksi Disabilitas 

Keisuliitan beirkomuniikasii antara saksii deingan piihak peinyiidiik 

meiniimbulkan keisuliitan saksii peinyandang diisabiiliitas dalam 

meimbeiriikan keiteirangan seihiingga diibutuhkan peineirjeimah bahasa 

iisyarat yang seiriing diigunakan oleih saksii peinyandang diisabiiliitas 

tunarungu untuk beirkomuniikasii deingan piihak peinyi idiik yang diihadiirkan 

seindiirii oleih saksii atau darii piihak peinyi idiik, Hal iinii agar piihak peinyiidiik 

dapat beirkomuniikasii deingan baiik deingan saksii seihiingga dapat 

meimbeiriikan keiteirangan yang nantiinya dapat meinjadii peitunjuk haki im 

untuk meimutuskan peirkara piidana yang diilakukan oleih teirdakwa 

Meinjadii masalah beisar bagii piihak peinyi idiik diimana saksii 

peinyandang diisabiiliitas tunarungu iinii tiidak meimiiliikii latar beilakang 

peindiidiikan akadeimiik dan tiidak biisa meinggunakan bahasa iisyarat seibab 

seiorang peinyandang diisabiiliitas tunarungu iinii meimpunyaii siifat yang 

leibiih frontal, meimpunyaii rasa keitakutan yang beirleibiih teirhadap orang-

orang baru yang diianggap meindeisaknya,dan meinganggap diiriinya 

paliing beinar seindiirii. Seiorang saksii peinyandang diisabiiliitas tunarungu 

yang beilum meimahamii maksud dan tujuannya diihadiirkan dalam proseis 

peinyi idiikan 

Keindala darii iindiiviidu saksii antara laiin saksii tiidak meimahami i 

akiibat fiisiik, sosiial, dan psiikologii, saksii tiidak dapat meimahamii hak yang 

diimiiliikii, siisteim admiiniistrasii yang tiidak akseisiibeil seidangkan keindala 

pada aparat peineigak hukum iitu seindiirii antara laiin adanya peinolakan 
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peilaporan kasus dii peinyiidiik kareina saksii susah beirkomuniikasi i, 

reindahnya peingeitahuan aparat hukum dan peinyiidiik teirhadap iisu 

peinyandang diisabiiliitas teirmasuk haknya, tiidak teirseidiianya sarana 

peindukung seipeirtii braiillei, peineirjeimah bahasa iisyarat, peinolakan kaum 

peinyandang diisabiiliitas seibagaii saksii dan Iiaiin-laiin 

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi segala hambatan adalah 

dengan: 

3. Solusi Internal 

a. Menambah Anggaran Pada Unit PPA 

Dalam rangka mengatasi permasalahan serius yang berkaitan 

dengan angka kekerasan seksual, langkah yang penting dan strategis 

adalah dengan menambah anggaran pada Program Penyediaan 

Anggaran (PPA). Tindakan ini diambil untuk memastikan bahwa 

sumber daya yang cukup dan memadai tersedia untuk meningkatkan 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menangani serta 

menurunkan angka kekerasan seksual dalam masyarakat. Penambahan 

anggaran pada PPA akan memberikan dampak positif yang signifikan 

dalam beberapa aspek utama seperti untuk meningkatan Fasilitas 

Pendukung, dengan anggaran yang lebih besar, dapat dibangun atau 

ditingkatkan fasilitas pendukung yang relevan seperti pusat krisis, 

rumah aman, dan pusat layanan kesehatan mental khusus untuk para 

korban kekerasan seksual. Fasilitas ini akan memberikan tempat yang 
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aman dan nyaman bagi para korban untuk mendapatkan perlindungan, 

dukungan emosional, dan perawatan medis yang diperlukan.  

Peningkatan Pelatihan dan Edukasi juga bisa dilakukan apabila 

menambah anggaran pada Unit PPA, Anggaran tambahan dapat 

dialokasikan untuk program pelatihan dan edukasi bagi petugas 

penegak hukum, tenaga medis, pekerja sosial, dan masyarakat umum. 

Pelatihan ini akan membantu meningkatkan pemahaman tentang isu 

kekerasan seksual, penanganan kasus, serta cara mendukung korban 

dengan empati dan profesionalisme 

b. Penambahan Personil dan Peningkatan Kualitas Pendidikan/SDM 

Penambahan personil dan peningkatan kualitas pendidikan serta 

sumber daya manusia (SDM) di bidang penegakan hukum adalah 

langkah yang sangat penting untuk mengatasi kesulitan dalam 

penyidikan tindak kekerasan seksual, Penyidikan tindak kekerasan 

seksual memerlukan tenaga kerja yang memadai untuk dapat 

melaksanakan tugas dengan efektif. Dengan menambah jumlah personil 

di lembaga penegak hukum yang terlibat dalam proses penyidikan, 

seperti kepolisian dan aparat hukum lainnya, akan memungkinkan 

untuk menangani kasus lebih cepat, Dengan kombinasi penambahan 

personil yang berkualitas dan peningkatan pendidikan/SDM, lembaga 

penegak hukum akan lebih mampu mengatasi kesulitan dalam 

penyidikan tindak kekerasan seksual. Ini akan membantu menciptakan 
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sistem yang lebih tanggap, efisien, dan adil dalam menangani kasus-

kasus yang sangat sensitif ini. 

c. Bekerja sama dengan Resmob 

Kerja sama antara unit Reserse Kriminal (Resmob) dengan unit 

yang khusus menangani tindak pidana kekerasan seksual merupakan 

langkah yang dapat efektif dalam menangkap dan menghadapi pelaku-

pelaku kekerasan seksual. Kedua unit ini memiliki peran yang berbeda 

namun saling melengkapi dalam penanganan kasus kejahatan, termasuk 

kekerasan seksual untuk melakukan pertukaran informasi, koordinasi 

penangkapan dan bantuan investigasi.  

d. Melakukan Penyelidikan Ulang guna menemuka barang bukti 

Penyelidikan ulang dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual 

bisa menjadi langkah penting untuk menemukan barang bukti yang 

mungkin telah terlewatkan atau belum teridentifikasi sebelumnya. 

Penyelidikan ulang dilakukan ketika ada kecurigaan bahwa bukti-bukti 

penting belum ditemukan atau bahwa informasi baru telah muncul yang 

dapat mengarah pada pengungkapan lebih lanjut dalam kasus tersebut 

dapat melakuakn reevaluasi bukti, mendapat korban dan saksi baru, 

rekonstruksi kejadian, dan penyelidikan yang lebih teliti 

4. Solusi Eksternal 

a. Adanya pendampingan oleh keluarga korban/Dinas sosial terkait 

Pendampingan oleh keluarga korban dan instansi seperti Dinas 

Sosial dapat menjadi langkah penting untuk membantu korban 
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kekerasan seksual menjadi lebih koperatif dalam menyelesaikan kasus 

kekerasan seksual. Pendampingan ini memiliki potensi untuk 

memberikan dukungan emosional, sosial, dan hukum yang diperlukan 

untuk membantu korban menghadapi proses hukum dan mendapatkan 

keadilan. 

b. Bekerja sama dengan organisasi masyarakat setempat untuk 

melakukan di masyarakat dengan mengadakan sosialisasi 

Bekerja sama dengan organisasi masyarakat setempat untuk 

mengadakan sosialisasi adalah langkah yang sangat baik dalam upaya 

mengurangi kurangnya informasi masyarakat terkait kasus kekerasan 

seksual. Sosialisasi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik 

kepada masyarakat tentang isu kekerasan seksual, hak-hak korban, cara 

melaporkan kasus, serta langkah-langkah pencegahan 

c. Menghadirkan tenaga Translator 

Menghadirkan tenaga penerjemah atau translator adalah langkah 

yang sangat penting dalam membantu individu dengan disabilitas dalam 

menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Individu dengan disabilitas 

mungkin menghadapi tantangan dalam berkomunikasi atau memberikan 

kesaksian terkait kekerasan yang mereka alami. Tenaga penerjemah 

dapat memastikan bahwa korban dapat berbicara dengan jelas dan rinci 

tentang pengalaman mereka dalam bahasa yang mereka pahami dengan 

baik. 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Beirdasarkan Hasiil Peineiliitiian dan peimbahasan dapat diisiimpulkan bahwa: 

1.  Peirliindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual oleh Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polrestabes Semarang  

a. Pelaksanaan peirliindungan korban yang dilakukan Unit PPA teirleibi ih 

dahulu yang diipriioriitaskan seipeirtii kondiisii meintal korban dan apakah 

ada luka fiisiik pada tubuh korban untuk diilakukan rujukan dii rumah 

sakiit lalu setelah itu dilakukan screieiniing untuk meindapatkan i informasi i 

yang leibiih jeilas, se iteilah diirasa beinar maka diilakukanlah reihabiiliitasi i 

keiseihatan, sosiial maupun hukum. re ihabiiliitasii keiseihatan beirupa 

peilayanan meidiis, reihabiiliitasii sosiial beirupa teirapii psiikiis korban maupun 

biimbiingan, bantuan hukum i iniilah yang langsung di itiindak lanjuti i ole ih 

piihak keipoliisiian mulaii peinyeiliidiikan hiingga peinyeirahan pe ilaku ke i 

jaksa. Se ilanjutnya adalah re iiinteigrasii sosiial  peinyatuan de ingan keiluarga 

peinggantii, peimbeirdayaan e ikonomii dan sosiial,  

b. Sedangkan dalam meimbeila korban piihak keipoliisiian tetap meinangkap 

peilaku tiindak piidana keikeirasan seiksual pada peireimpuan, Proseisnya 

tetap sama seperti peinye iliidiikan dan peinyi idiikan seperti tindak pidana 

biasa, yang diiawalii deingan peineiriimaaan laporan peingaduan darii korban 

atau saksii, Jiika sudah teirkumpul seimua barang buktii dan saksii akan 

diilaksanakan geilar peirkara deingan meinghadiirkan piihak peilapor dan 
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piihak teirlapor. Tahap seilanjutnya yaiitu proseis peinyiidiikan untuk 

meineimukan seirta meineintukan teirsangkanya, seiteilah iitu akan diibuat 

BAP peilaku dan saksii. untuk meingamankan peilaku, poliisii diibe iri i 

weiweinang  untuk  meilakukan peinangkapan, peinahanan, peinggleidahan, 

dan peinyi itaan. Tahap teirakhiir adalah peimeiriiksaan dan diilanjutkan 

peimbeirkasan, jiika sudah diinyatakan P21 atau sudah leingkap, keipoliisiian 

meinunggu tahap 2 guna meingiiriim teirsangka dan barang buktii ke i 

keijaksaan. 

2. Hambatan yang diihadapii Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam 

pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan 

seksual beserta solusinya. 

a. Hambatan Internal : Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Sumbeir Daya 

Manusiia, Peilaku Tiindak Keikeirasan Seiksual Teirhadap Peireimpuan 

Meilariikan Diirii, Korban Tiindak Kopeiratiif 

 Hambatan Eksternal terdiri dari : Kurangnya Iinformasii Meingeinai i 

Tiindak Piidana Keikeirasan Seiksual Teirhadap Peireimpuan, Buktii Kurang 

Kuat, Suliitnya Saksii Diisabiiliitas.  

b. Solusi Internal : Menambah anggaran Unit PPA, Penambahan Personil 

dan Peningkatan Kualtas Pendidikan, Bekerj sama dengan Resmob, dan 

Melakukan Penyidikan Ulang guna menemukan barang bukti 

Solusi Eksternal : Adanya pendampingan oleh keluarga korban, bekerja 

sama dengan masyarakat setempat untuk besosialisasi,dan 

Menghadirkan Translator. 
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B. Saran 

Seibaiiknya Upaya yang dapat diilakukan dalam meiniingkatkan 

peirliindungan hukum yang diilakukan Uniit PPA diiantaranya:  

1. Pemerintah : Meiniingkatkan dukungan anggaran dan sumbeir daya untuk 

meimpeirkuat Uniit PPA dalam meilakukan peinyeiliidiikan dan peinyi idiikan 

kasus keikeirasan seiksual, Meimastiikan meingadopsii keibiijakan dan reigulasi i 

yang kuat untuk meiliindungii korban, teirmasuk hak-hak meireika seilama 

proseis peinyeiliidiikan dan peinyiidiikan. 

Dalam meingatasii hambatan dalam peilaksanaannya peimeiriintah 

dapat meilakukan tiindakan reipreisiif dan preiveintiif seipeirtii :  

(1) Tiindakan Preiveintiif Bagii Peimeiriintah: Meiniingkatkan fasiiliitas dan 

akseis layanan, meinyeidiiakan peilatiihan untuk peitugas peineigak 

hukum, dan kampanye i eidukasii teintang keikeirasan seiksual.  

(2) Tiindakan Reipreisiif Peimeiriintah & Keipoliisiian: Peirbaiikan siisteim dan 

peirliindungan korban dan saksii diisabiiliitas 

2. Kepolisian: Meilatiih peitugas Uniit PPA dalam teikniik peinyeiliidiikan dan 

peinyi idiikan yang seinsiitiif dan profeisiional teirhadap korban keikeirasan 

seiksual, Meimbeiriikan peirliindungan khusus dan dukungan psiikologiis 

keipada korban seilama proseis peinyeiliidiikan dan peinyiidiikan.  

Dalam meingatasii hambatan dalam peilaksanaannya keipoliisiian dapat 

meilakukan tiindakan reipreisiif dan preiveintiif seipeirtii: 

(1) Tiindakan Preiveintiif Bagii Keipoliisiian: Meilatiih peitugas deingan 

seinsiitiiviitas, meimbeintuk uniit khusus peinanganan kasus seiksual 
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leibiih luas, dan meingeidukasii masyarakat teintang peinceigahan tiindak 

piidana keikeirasan seiksual keikeirasan seiksual teirutama bagi i 

peireimpuan. 

(2) Peimeiriintah & Keipoliisiian: Peineigakan hukum teigas, peirbaiikan 

siisteim peiradiilan, dan peirliindungan korban dan saksii diisabiiliitas.  

3. Masyarakat: Meindukung korban dan meimbeiriikan iinformasii yang 

diipeirlukan keipada peitugas Uniit PPA untuk meimpeirmudah prose is 

peinye iliidiikan dan peinyiidiikan. 

Untuk meingatasii hambatan dalam peilaksanaannya masyarakat 

dapat meilakukan tiindakan reipreisiif dan preiveintiif seipeirtii: 

(1) Tiindakan Preiveintiif Bagii Masyarakat: Meindorong peindiidiikan 

geindeir, meimbeintuk jariingan dukungan, dan meiliibatkan LSM 

dalam program peinceigahan tiindak piidana keikeirasan seiksual. 

(2) Tiindakan Reipreisiif Bagii Masyarakat: Dukungan moral untuk 

korban, meindorong laporan kasus keikeirasan seiksual 
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